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ABSTRAK 

Muh. Hasyim. Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. 
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), (dibimbing oleh Bapak Budiman dan H. 
Rahman Ambo Masse) 

Panjar upah pekerja pada awalnya dimulai dengan perjanjian kerja antara 
pemilik usaha dan pekerja yang pada umumnya dibuat secara lisan. Istilahnya hanya 
keinginan seorang pekerja yang ingin bekerja, maka pemilik usaha mempersilahkan 
asal dapat mencapai ketentuan berapa banyak batu bata mentah yang diproduksi 
pekerja sebelum diberi upah. Seperti halnya dalam usaha batu bata di Kanni, Kab. 
Pinrang, terkadang banyaknya tuntutan kehidupan membuat para pekerja 
memanfaatkan dan  mensyaratkan kepada pemilik usaha yang memerlukan pekerja 
agar perlu adanya panjar upah atau pemberian panjar dimuka sebelum bekerja. 
Pekerja diberi upah berdasarkan berapa yang diminta pekerja dalam bentuk uang atau 
benda seperti motor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik panjar upah 
pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang melalui pendekatan Hukum Ekonomi 
Islam. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
Bagaimana mekanisme praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab 
Pinrang dan bagaimana analisis  hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah 
pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data 
kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme praktik panjar upah 
usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang terjadi karena adanya faktor 
kebutuhan dan keperluan yang melatarbelakangi pemilik usaha dan pekerja yang 
didalamnya terdapat perjanjian kerja antara pemilik usaha dengan pekerja yang dibuat 
secara lisan atas dasar kepercayaan. Adapun jumlah panjar upah pekerja yang 
disepakati kedua belah pihak (pemilik usaha dan pekerja) yakni dikisaran Rp. 
100.000 sampai Rp. 15.000.000 yang sistem pengembalian panjar upah pekerja 
tersebut yakni dengan sistem hasil (pemotongan upah) berdasarkan banyaknya jumlah 
batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja (Rp.120/biji batu bata). Jika terjadi 
pemutusan kerja oleh pihak pekerja, maka pihak lain (pemilik usaha yang lain) akan 
membayar panjar upah pekerja kepada pihak pemilik usaha. Berdasarkan prinsip 
hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa praktik panjar upah pekerja 
usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah suatu bentuk aktivitas 
ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, namun terdapat 
satu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.  

 

Kata Kunci: Panjar, Upah, Pekerja usaha batu bata, Hukum Ekonomi Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, mereka 

memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. 

Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu 

(tolong-menolong dalam hal kebaikan). Hal ini bisa juga disebut sebagai interaksi 

sosial yaitu adanya komunikasi satu sama lain, diakibatkan adanya kebutuhan dalam 

kehidupan masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok 

manusia.
1
 Interaksi juga merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang 

melibatkan beberapa orang. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu 

mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Manusia diciptakan dalam 

lingkungan sosial dimana manusia dituntut untuk beritegrasi. Oleh karena itu manusia 

harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini. 

 Kehidupan yang begitu keras ini juga membuat seseorang dituntut untuk 

memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, 

ada yang menjadi pemilik usaha maupun menjadi pekerja dalam suatu usaha. Pada 

hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha maupun seorang pekerja adalah untuk 

memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, 

baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Atas  dasar untuk memenuhi 

kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang menjalankan kegiatan usaha, 

                                                             
1
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafinda Persada. 1988), 

h. 58. 
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baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda.
2
 Dalam 

menjalankan kegiatan usaha itu diperlukannya juga beberapa pekerja sebagai 

penopang suatu usaha. Pembangunan dan kegiatan ekonomi belum mampu 

menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi penduduk, khususnya mereka 

yang termasuk usia produktif (umur 15-64 tahun). Penduduk yang berhasil 

memperoleh pekerjaanpun kerap masih terkendala masalah lanjutan berupa syarat 

kerja bagi yang tidak memadai serta penghasilan yang kurang layak.
3
 

 Tidak adanya keterampilan dan kemampuan untuk memiliki pekerjaan yang 

lebih berkualitas membuat sebagian orang memilih untuk menjadi seseorang 

buruh/pekerja. Pengertian pekerja/buruh dalam pandangan masyarakat setempat yang 

awam itu sangatlah sempit, dimana pemahaman masyarakat mengartikan pekerja itu 

adalah seseorang yang melakukan kegiatan-kegiatan fisik dengan menggunakan otot 

untuk mendapatkan sebuah upah yang nantinya akan menjadi pembiayaan kebutuhan 

hidupnya. Upah menurut beberapa pekerja usaha batu bata merupakan penopang 

kehidupannya sehari-hari. Hal ini tergantung dari berapa banyak produktivitas batu 

bata mentah yang dibuat oleh pekerja sebelum akhirnya menjadi batu bata yang siap 

untuk didistribusi kepada konsumen, semakin banyak batu bata mentah yang 

diproduksi oleh pekerja, maka semakin banyak pula upah yang akan diterima oleh 

pekerja batu bata tergantung dari kondisi pekerja dan keadaan cuaca yang 

memungkinkan untuk membuat batu bata. 

                                                             
2
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, (Jakarta:  Kencana 

Pranada Media Group. 2008), h. 9. 

 
3
Aloysius Uwiyono dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

2014), h. 31  
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 Adapun awal perjanjian kerja antara pemilik usaha dan pekerja/buruh hanya 

dalam bentuk lisan. Istilahnya hanya keinginan seorang pekerja yang ingin bekerja, 

maka pemilik usaha mempersilahkan asal dapat mencapai ketentuan berapa banyak 

batu bata mentah yang diproduksi pekerja sebelum di beri upah. Hal inilah yang 

memberi kesempatan kerja bagi seseorang yang mutu keterampilannya rendah 

sekaligus mengurangi pengangguran. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang 

diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk 

memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan 

tersebut.
4
 

 Hubungan kerja yang terjadi antara seorang buruh dengan seorang majikan pun 

akan menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya 

menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan 

serta hak dan kewajiban majikan terhadap buruh/pekerja.
5
  

 Seperti halnya dalam usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang, terkadang 

banyaknya tuntutan kehidupan membuat para pekerja memanfaatkan dan  

mensyaratkan kepada majikan yang memerlukan pekerja agar perlu adanya panjar 

upah atau pemberian panjar dimuka sebelum bekerja. Pemberian panjar dimuka diberi 

pada saat terjadinya akad serah terima pekerja. Pekerja diberi upah berdasarkan 

berapa yang diminta pekerja dalam bentuk uang atau benda (motor), tergantung dari 

kesanggupan pemilik usaha batu bata.  

                                                             
4
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Medan: 

Sinar Grafika, 1993), h.153. 

 
5
Koko Kosidin, Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan, 

(Bandung:  Mandar Maju. 1999), h. 01.  
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 Namun terdapat resiko ketika upah panjar dibayar dimuka, seperti 

pekerja/buruh lari atau dimanfaatkan oleh segelintir pekerja yang hanya ingin berbuat 

curang, seperti halnya yang pernah terjadi dalam usaha batu bata di Kanni, Kab. 

Pinrang, dimana pekerja meminta uang yang jumlahnya tidak menentu atau meminta 

dibelikan motor sebelum bekerja. Saat majikan memenuhi tuntutan itu, pekerja yang 

ingin berbuat curangpun pergi kesuatu tempat bersama apa yang telah didapatkan 

tanpa sepengetahuan majikan (diam-diam). 

 Dengan melihat kemungkinan akan adanya resiko yang dapat terjadi lagi dalam 

praktik panjar upah pekerja (uang dimuka sebelum bekerja) inilah yang mendorong 

peneliti untuk menganalisis tentang “Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu 

Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”  

1.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan yang akan dikaji mengenai bagaimana praktik panjar upah pekerja 

usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana mekanisme praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, 

Kab. Pinrang? 

1.2.2 Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja 

usaha batu bata di Kanni, Kab.Pinrang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan yang akan menjadi target dari penelitian berdasarkan rumusan 

masalah yang telah disusun dalam penelitian tentang praktik panjar upah usaha batu 

bata di Kanni, Kab. Pinrang sebagai berikut: 
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1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di 

Kanni, Kab. Pinrang. 

1.3.2 Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah 

pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengetahui sejauh 

mana analisis hukum ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja 

usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang sehingga dapat memberikan informasi 

pada pelaku usaha batu bata seperti pemilik usaha, pekerja atau buruh, dan 

masyarakat. 

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan wacana atau referensi 

bagi kalangan mahasiswa dalam memperoleh informasi mengenai penelitian 

yang lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi Islam. 

1.4.2.2 Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman pada 

para pelaku usaha batu bata untuk dapat lebih memperbaiki praktik panjar 

upah yang lebih baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang batu bata mungkin  hal yang menarik untuk diteliti, sehingga 

telah terdapat beberapa penelitian mengenai batu bata, yang dimana nantinya calon 

peneliti akan menjadikan penelitian sebelumnya sebagai bahan acuan. Oleh karena 

itu, berikut peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan 

sebagai bahan acuan utama dan pembanding, diantaranya yaitu: 

2.1.1 “Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan)” oleh 

Rian Hidayat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau 

pada tahun 2014.
6
 Dalam hasil penelitian Rian Hidayat, bahwa dalam 

pengupahan tidak terdapat standarisasi yang ditetapkan oleh majikan. Upah 

hanya berdasarkan perbedaan dan penetapan upah secara turun temurun. Hal 

tersebut mengakibatkan pekerja menerima upah masih dikatakan pas-pasan, 

bahkan belum bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan sudah ada standarisasi yang ditetapkan oleh 

pemilik usaha/majikan terhadap upah pekerja usaha batu bata, hanya saja 

fokus penelitian ini lebih mengarah pada panjar upah pekerja usaha batu bata 

di Kanni, Kab. Pinrang. 

2.1.2 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Pekerja 

Bangunan di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah” 

                                                             
6
Rian Hidayat, Upah Buruh Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus 

Pada Usaha Karet di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan), (Skripsi Sarjana: Prodi 

Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim: Riau. 2014).  
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oleh Sri Handayani di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram pada 

tahun 2015.
7
 Dalam skripsinya ini, Sri Handayani memaparkan tentang 

penelitiannya berkaitan dengan penundaan pemberian upah kepada pekerja 

bangunan, sedangkan penelitian ini berfokus pada upah awal (panjar) pekerja 

kepada pemilik usaha/majikan yang pengembalian panjar tersebut berupa hasil 

produksi batu bata mentah oleh pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. 

Pinrang. 

2.1.3 “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi 

Syariah)” oleh Agus di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Parepare pada tahun 2017.
8
 Hasil penelitian ini Berdasarkan sistem 

pengupahan dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah dapat ditarik sebuah 

kesimpulkan bahwa sistem upah usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda 

Kabupaten Sidrap dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh karena 

telah memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan. Fokus penelitian Agus ini 

mengarah kepada sistem pengupahan kepada buruh/pekerja usaha batu bata 

dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh berdasarkan Hukum 

Ekonomi Syariah, sedangkan fokus penelitian ini mengarah kepada sistem 

pengupahan dalam bentuk panjar upah pekerja pada usaha batu bata di Kanni, 

Kab, Pinrang berdasarkan Hukum Ekonomi Islam. 

                                                             
7
Sri Handayani, Sistem Hukum Islam Terhadap Penundaan Pemberian Upah Pada Pekerja 

Bangunan di Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, (Skripsi Sarjana: 

Fakultas Syariah IAIN Mataram: Mataram. 2015).  

 
8
Agus, Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh di 

Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah), (Skripsi Sarjana: Jurusan 

Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare: Parepare. 2017).  
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2.1.4  “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada 

CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang, Kota 

Makassar)” oleh Rafiuddin di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar pada tahun 2018.
9
 Hasil penelitian Rafiuddin menunjukkan bahwa, 

praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya 

Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan 

ruang lingkup pandangan Islam yang dimana Islam melarang menunda-nunda 

upah seorang karyawan. Akan tetapi, penetapan jumlah upah karyawan pada 

CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan didalam Islam 

karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua 

karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan 

diterimanya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini, jumlah upah 

pekerja tergantung dari berapa banyak produktivitas pekerja dalam 

memproduksi batu bata mentah, adapun pemberian upah pekerja oleh pemilik 

usaha/majikan, ada yang dalam bentuk uang muka/panjar yang nantinya 

menjadi fokus pada penelitian ini pada usaha batu bata di Kanni, Kab. 

Pinrang. 

 

 

 

 

 

                                                             
9
Rafiuddin, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada CV. 

Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang, Kota Makassar), (Skripsi Sarjana: 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin: Makassar. 2018). 
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2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Praktik 

2.2.1.1 Pengertian Praktik 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, praktik ialah pelaksanaan dari teori.
10

 

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. 

Untuk memperoleh pengertian yang lebih lebih luas tentang praktik itu, maka 

peneliti mengemukakan pemahaman tentang praktik dari berbagai ahli/tokoh, 

diantarantya: 

2.2.1.1.1 Walgito 

Menurut Walgito praktik adalah tindakan yang timbul sebagai akibat dari 

adanya stimulus. Lebih lanjut Walgianto menjelaskan bahwa tindakan dibagi menjadi 

dua yaitu reflektif dan non reflektif. Tindakan yang reflektif terjadi atas reaksi secara 

spontan terhadap stimulus yang didapat seperti kedipan mata. Tindakan non reflektif 

terjadi dari adanya kendali dari pusat kesadaran atau otak. 

2.2.1.1.2 B.F. Skinner 

 Seorang tokoh ternama yang sangat berperan dalam teori pembelajaran 

perilaku adalah B.F. Skinner mempelajari hubungan antara tingkah laku dan 

konsekuensinya. Menurut Skinner, belajar merupakan  suatu tindakan. Prinsip yang 

paling penting dalam teori praktik adalah bahwa praktik akan berubah sesuai dengan 

konsekuensi-konsekuensi langsung dari praktik tersebut. Konsekuensi yang 

menyenangkan akan memperkuat tindakan, sedangkan konsekuensi-konsekuensi 

yang tidak menyenangkan akan memperlemah tindakan. Dengan kata lain, 

konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan akan meningkatkan frekuensi 

                                                             
10

H.S. Kartoredjo, Kamus Besar Kontemporer, (Bekasi: Remaja Rosdakarya. 2014), h. 293. 
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seseorang untuk melakukan tindakan yang serupa, sedangkan konsekuensi-

konsekuensi yang tkidak menyenangkan akan menurunkan frekuensi seseorang untuk 

melakukan tindakan yang serupa.
11

 

2.2.1.1.3 Pierre Bourdieu 

Teori praktik dikembangkan oleh Pierre Boerdieu, seorang ilmuan sosial 

politik Prancis kelahiran Denguin Pyrenia). Bourdieu menyatakan teori 

praktek/praktik dengan persamaan: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Teori 

praktik merupakan gagasan pemikiran Bourdieu sebagai produk dari relasi habitus 

sebagai produk sejarah, dan ranah yang juga sebagai produk sejarah, yang mana 

dalam ranah ada pertaruhan, kekuatan-kekuatan serta orang yang banyak memiliki 

modal, serta orang yang tidak memiliki modal. Modal merupakan sebuah konsentrasi 

dari kekuatan, sesuatu kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah. 

Secara sederhana, habitus bisa diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, 

tetapi Bourdieu menyatakan bahwa habitus merupakan keterampilan yang menjadi 

tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkannya 

menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam 

lingkungan sosial tertentu. Adapun konsepsi ranah menurut Bourdieu tidak dipandang 

sebagai ranah yang berpagar disekelilingnya, melainkan sebagai ranah kekuatan. Hal 

ini dikarenakan adanya tuntutan untuk melihat ranah tersebut sebagai dinamis, suatu 

ranah dimana beragam potensi eksis (Mahar, dalam Harker dkk.ed, 2009:9-10). 

Sedangkan Modal menurut Bourdieu merupakan hubungan sosial yang artinya suatu 

energi sosial hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam arena perjuangan dimana 

                                                             
 

11
Ahmad Zainuddin, Pengertian Praktik, 

http://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1, (Diakses pada tanggal 

06 November  2018). 

http://pengertiankomplit.blogspot.com/2018/04/pengertian-praktik.html?m=1
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ia memproduksi dan diproduksi. Setiap kepemilikan yang terkait dengan kelas 

menerima nilainya dan efektivitasnya dari hukum-hukum khas setiap arena, dalam 

praktek/praktik artinya dalam suatu arena khusus, semua disposisi dan kepemilikan 

objektif (kekayaan ekonomi atau budaya).
12

 

Dari beberapa definisi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap (proses), 

namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan.
13

 Suatu sikap dapat 

terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu 

kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung 

tersebut meliputi: 

 Faktor fasilitas: ialah faktor segala sesuatu yang berupa benda maupun uang 

yang dapat memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha 

tertentu. 

Dalam suatu usaha seperti usaha batu bata, faktor fasilitas yang berupa 

benda tersebut ialah rumah untuk pekerja, traktor mini, alat cetakan, cangkul, 

sekop, mesin air, gerobak, tanah, ampas padi dan lain-lain. Adapun faktor 

fasilitas yang berupa uang ialah modal awal pekerja dari majikan (pemilik 

usaha) untuk keperluan hari-harinya, upah kerja, dan panjar upah pekerja.  

 Faktor dukungan: ialah faktor yang menyediakan sesuatu untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain. Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan 

                                                             
12

Svaramahardika, Tiada Kebebasan Abadi Tanpa Adanya Aturan Yang Mengikat, 

http://svaramahardika.wordpress.com/2012/04/25/teori-praktik/, (Diakses pada tanggal 12 November 

2018).   

 
13

Behavior atau kelakuan adalah tingkah laku, perbuatan, tindakan, perilaku. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). 

http://svaramahardika.wordpress.com/2012/04/25/teori-praktik/
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dorongan/motivasi atau semangat dan nasehat kepada orang lain dalam situasi 

pembuat keputusan. 

Dalam usaha batu bata, faktor dukungan yang berupa dorongan ialah 

sebuah nasehat dari majikan (pemilik usaha) kepada pekerja apabila pekerja 

melakukan kesalahan, dan majikan (pemilik usaha) memberikan 

dorongan/motivasi kepada pekerja agar lebih giat dan semangat dalam bekerja 

(menghasilkan batu bata mentah).  

2.2.2 Teori Panjar 

2.2.2.1 Pengertian Panjar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panjar adalah uang muka, 

persekot, cengkeram.
14

 

Secara etimologi, panjar atau uang muka yang dalam Bahasa Arab disebut 

“‟urbuun” (العربون). Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam Bahasa Arab, 

yaitu “‟urbaan” (العربان), dan “‟urbuun” ( لعربونا ). Secara bahasa artinya adalah yang 

dijadikan perjanjian dalam jual beli, diucapkan “‟urbun”. Adapun „arbun, tidak umum 

di ucapkan oleh orang-orang Arab.
15

 

Secara terminologi, transaksi „urbun atau uang panjar adalah seseorang 

membeli barang dengan membayar sebagian dari harga barang tersebut kepada 

penjual. Apabila transaksi tidak batal, maka pembeli berkewajiban melunasi sisa 

harga barang tersebut. Tetapi, apabila transaksi dibatalkan, maka uang yang telah 

dibayarkan menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli untuknya.
16

 

                                                             
14

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, 

Edisi Keempat, h. 1015. 

 
15

Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq. 2004), h. 133. 

 
16

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah,  (Jakarta: Al-I‟tishom. 2010), h. 307. 



30 

 

 

 

Menurut Nasrun Haroen, jual beli „urbun adalah jual beli yang bentuknya 

dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga 

barang yang diserahkan kepada penjual dengan syarat apabila pembeli tertarik atau 

setuju maka, jual beli sah tetapi, jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan 

maka, uang yang telah diberikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.
17

 

Imam Malik dalam al- Muwaththa‟ mendefinisikan uang muka atau urbun 

yaitu ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan 

mengatakan kepada si penjual atau penyewa: “Saya memberimu satu dinar/dirham 

dengan syarat kalau saya mengambil barang yang dijual atau disewa, berapapun 

jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang 

saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka, sejumlah uang 

yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apapun 

dari pihakmu kepada saya”.
18

 

Dari berbagai penjelasan diatas mengenai panjar/urbun, peneliti 

menyimpulkan bahwa urbun pada umumnya terdapat pada transaksi jual beli dan 

sewa menyewa (Imam Malik), tetapi cakupan panjar/urbun meluas ke berbagai aspek 

transaksi, peneliti disini menambahkan bentuk panjar/urbun terdapat juga pada 

pemberian upah pekerja suatu usaha. Adapun panjar upah pekerja dalam 

pengertiannya tidak berbeda jauh dari panjar/urbun pada jual beli dan sewa menyewa, 

karena panjar/urbun upah juga termasuk dalam urbun sewa menyewa dimana pekerja 

meminta upah dimuka sebelum bekerja yang nantinya penggantian dari panjar/urbun 

itu berdasarkan jasa produksi pekerja tersebut. Panjar/urbun upah pekerja adalah 

                                                             
17

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000), h. 124. 

 
18

Imam Malik, Al-Muwathta, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 41. 
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suatu bentuk pemberian upah sebelum bekerja oleh majikan/pemilik usaha atas dasar 

kepercayaan, dimana pengembalian dari pekerja itu dalam bentuk batu bata mentah 

(yang nilainya sama dengan panjar upah yang diberi majikan/pemilik usaha) yang 

diproduksi oleh pekerja itu sendiri dalam waktu yang tidak ditentukan (sesuai 

perjanjian/akad). 

2.2.2.2 Terminasi Akad Melalui Panjar/Urbun 

Beberapa KUHPerdata di negara-negara Islam yang didasarkan kepada 

hukum Syariah juga menerima pandangan Hambali yang menganggap urbun/panjar 

sebagai sesuatu yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni 

Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 

ditegaskan, 

2.2.2.2.1 Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana 

tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam 

persetujuan atau menurut adat kebiasaan. 

2.2.2.2.2 Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai 

sanksi pemutusan akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang 

membayar urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang 

sama. 

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun/panjar. Pertama, 

urbun yang dimaksud sebagai bukti untuk memperkuat akad dimana akad tidak boleh 

diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan adat 

kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, urbun/panjar merupakan bagian 

dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang 

dipercepat. Kedua, urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-
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masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang 

ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan 

imbalan urbun yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak 

pembayar urbun, maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan 

akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila 

pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima, ia wajib mengembalikan, urbun 

yang telah dibayar mitranya, disamping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut 

sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad. 

Pasal diatas dengan kedua ayatnya memperlihatkan bahwa pembayaran urbun 

pada asasnya dimaksudkan sebagai bukti penguat atas akad dimana tidak boleh 

ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain, sebagaimana tampak jelas dari ayat 

pertama. Sedangkan, ayat kedua adalah penyimpangan (perkecualian) dari asas 

diatas, yaitu bahwa pembayaran urbun dimaksudkan sebagai penegasan hak untuk 

membatalkan akad secara sepihak sehingga itu harus dilakukan berdasarkan 

kesepakatan secara tegas atau secara diam-diam.
19

 

Dari apa yang dikemukakan diatas, tampak bahwa akad yang semula 

mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya 

urbun yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. 

Dengan demikian, tampak pula bahwa urbun merupakan sarana melalui pemutusan 

akad dilakukan. 

Perlu juga untuk diketahui bahwa dalam sebuah akad terdapat rukun dan 

syarat akad, termasuk dalam akad panjar/urbun. Diantaranya ialah adanya pelaku atau 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 

348-349 
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para pihak yang melakukan akad, objek akad seperti objek kerjasama, dan adanya 

ijab kabul atau sepakatan/persetujuan dari para pelaku akad. 

Adapun syarat-syarat suatu persetujuan/kesepakatan yang sah, telah diatur 

dalam Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1320, supaya terjadi persetujuan yang sah, 

perlu dipenuhi empat syarat; 

2.2.2.2.3 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2.2.2.2.4 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

2.2.2.2.5 Suatu pokok persoalan tertentu; 

2.2.2.2.6 Suatu sebab yang tidak terlarang.
20

 

2.2.2.3 Panjar/Urbun Dalam Islam 

2.2.2.3.1 Karakteristik Panjar/Urbun Pada Jual Beli dan Ijarah (Sewa 

Menyewa/Upah Mengupah) 

 Imam Malik dalam al- Muwaththa‟ mendefinisikan uang muka atau urbun 

yaitu ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan 

mengatakan kepada si penjual atau penyewa: “Saya memberimu satu dinar/dirham 

dengan syarat kalau saya mengambil barang yang dijual atau disewa, berapapun 

jumlah yang telah saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang 

saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka , sejumlah 

uang yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban 

apapun dari pihakmu kepada saya”.
21
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Soedharyo Soimin, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika. 1995), 

h. 329. 
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Imam Malik, Al-Muwathta, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007), h. 41. 
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 Dari penjelasan Imam Malik tersebut dapat kita ketahui bahwa 

panjar/urbun tidak hanya digunakan pada transaksi jual beli, namun dapat dilakukan 

juga pada transaksi sewa menyewa dengan pemberian upah/upah mengupah (ijarah). 

 Jual beli/ijarah dengan sistem uang muka memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

2.2.2.3.1.1 Jual beli atau ijarah terhadap suatu objek barang tertentu dimana 

pembeli/pemilik usaha atau penyewa jasa melakukan pembayaran uang 

muka/panjar sebagai tanda jadi kepada penjual/pekerja atau penerima 

upah, dengan harga yang jumlahnya tertentu. 

2.2.2.3.1.2 Objek barang-barang tersebut masih dalam genggaman penjual atau 

belum mengambil hak pakai objek sewa jasa oleh penyewa jasa. 

2.2.2.3.1.3 Jika pembeli/pemilik usaha atau penyewa jasa jadi dan ingin 

meneruskan transaksinya, maka pembeli/penyewa jasa akan 

membayarkan secara tunai sisa pembayarannya. Uang panjar tanda jadi 

pembayaran, akan masuk ke dalam harga yang akan dibayarkan. Namun 

jika pembeli/penyewa jasa tidak jadi meneruskan transaksi, maka uang 

muka/panjar yang telah dibayarkan akan menjadi milik si 

penjual/pekerja, tanpa ada kompensasi apapun. 

2.2.2.3.1.4 Umumnya jangka waktu penentuan jadi tidaknya transaksi relatif tidak 

jelas. 

2.2.2.3.1.5 Pembeli/pemilik usaha atau penyewa jasa memiliki hak khiyar 

(meneruskan atau membatalkan transaksi), namun penjual/pekerja tidak 

memiliki hak khiyar. 
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2.2.2.3.2 Dasar Hukum Mengenai Transaksi Dengan Panjar/Urbun 

 Dalam permasalahan panjar/uang muka/urbun ini para Ulama berbeda 

pendapat menjadi dua pendapat, yaitu: 

2.2.2.3.2.1 Tidak sah 

 Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangann Hanafiyah, Malikiyah 

dan Syafi‟iyah. 

 Al Khatabi menyatakan: Para ulama berselisih pendapat tentang 

kebolehan jual beli ini, Malik, Syafi‟i menyatakan ketidaksahannya karena adanya 

hadist dan karena terdapat syarat fasad dan al-gharar. Juga hal ini masuk dalam 

kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga dengan Ashhabul 

Ra’yu (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.
22

 

 Ibnu Qudamah menyatakan: ini pendapat Imam Malik, Al Syafi‟i dan 

Ash-hab Ra’yu dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Al Hasan Al Bashri. 

 Dasar argumentasi menereka diantaranya: 

2.2.2.3.2.1.1 Hadist Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia 

berkata: 

وَاللهُ أعَْلَمُ أَنْ  وَزلَِكَ فِيْمَا نَ رَى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ يْعِ الْعُرْباَناِقاَلَ مَالِكٌ  نَ عَى رَسُولُ الِله صَلَّى
ابَّ يَشْتََِيَ الرَّ   الْكِراَءَ السِلْعَةَ أَوْ إنِْ تَ ركَْتُ  أَنِّ أعُْطِيكَ دِينَارً عَلَى ةَ شُمَّ يَ قُولُ جُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَ تَكَارَى الدَّ

)رواه امام مالك( فَمَا أعَْطيَْتُكَ لَكَ   
Artinya: 

Rasulullah saw, melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik 

menyatakan: dan ini adalah yang kita lihat –wallahu a‟lam- seorang membeli 

budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan: Saya berikan 

kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal 

                                                             
22

Abu Daud, Ma’alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud, Jilid III, h. 768.  
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menyewanya, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu. (H.R. 

Imam Malik).
23

 

2.2.2.3.2.1.2 Jenis jual beli/ijarah semacam itu termasuk memakan harta orang lain 

dengan cara bathil, karena diisyaratkan bagi penjual tanpa ada 

kompensasinya. Memakan harta orang lain haram sebagaimana firman 

Allah swt: 

                             

                      :(۹۲)النساء 

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).
24

 

 Imam Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya menyatakan: Diantara 

memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). 

Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah ahli Fiqih dan ahli Hijaz, 

karena termasuk jual beli perjudian, gharar, spekulatif dan memakan harta orang lain 

dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma‟. 

2.2.2.3.2.1.3 Karena jual beli/ijarah itu ada dua syarat batil: syarat memberikan 

uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan 

perkiraan salah satu pihak tidak ridha.
25

 Padahal Rasulullah saw 

bersabda: 

وَلاَ شَرْطاَنِ فِ بَ يْعٍ )رواه الخمسة(لَايََِلُّ سَلَفَ وَبَ يْعَ   
                                                             

23
Imam Malik, Al-Muwaththa’, Jilid 2/609, Hadist ini dinilai dhoif oleh Syeikh Al Albani 

dalam Kitab Dhaif Sunan Abu Daud no. 3502 dan Dhoif Sunan Ibnu Majah 487/3192.  

 
24

Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung. 

2002), h. 112.  

 
25

Abu Malik Kamal, Shahih Fiqih Sunnah, (Pustaka At-Tazkia), h. 411.  
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Artinya: 

Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli. (H.R. 

Khamsah). 

 Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui 

(Khiyar Al-Majhul). Kalau diisyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa 

disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Demikian juga apabila dikatakan: Saya punya 

hak pilih. Kapan mau akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang 

bayarannya. Ibnu Qudamah menyatakan: Inilah Qiyas (analogi).
26

 

 Pendapat ini dikuatkan Asy-Syaukani dalam pernyataan beliau: 

pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadist „Amru bin 

Syuaib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga 

karena hal ini mengandung larangan dan hadist yang terkandung larangan lebih rajih 

dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam Ushul Fiqih yaitu 

‘illat (sebab hukum) dari larangan ini adalaha jual beli ini mengandung dua syarat 

yang fasid (rusak) salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual/pemilik, 

harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua 

adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual/pemilik apabila tidak terjadi 

keridhaan untuk membelinya.
27

 

2.2.2.3.2.2 Diperbolehkan 

 Inilah pendapat madzhab Hambaliyah dan diriwayatkan kebolehan 

urbun dari Umar, Ibnu Umar, Sa‟id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin.
28

 

                                                             
26

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Al-I‟tishom. 2010), h. 411.  

 
27

Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, (Semarang: Asy-Syifa‟), h. 289. 

 
28

 Abu Daud, Ma’alim Sunan Syarah Sunan Abu Daud, Jilid III, h. 768.  
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 Al Khathabi menyatakan: Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa 

beliau memperbolehkan jual beli panjar/urbun ini dan juga diriwayatkan dari Umar. 

Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan: 

Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar r.a. 

yaitu tentang kebolehannya. Imam Ahmad bin Hambal pun melemahkan hadist 

larangan jual beli panjar/urbun, karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah: 

2.2.2.3.2.2.1 Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jual beli dengan sistem urbun 

tidak mengapa. Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Razak hadistnya 

daripada hadist Zaid bin Aslam: 

عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْباَنِ فِِ الْبَ يْعِ فاَحَلَّوُ )رواه عبد الرزك(سُهِلَ رَسُوْلُ الِله صَلَى اللهُ   

Artinya: 

Sesungguhnya ditanya Rasulullah saw. tentang jual beli „arabun dalam masalah 

jual beli, maka Rasulullah saw. menghalalkannya. (Hadist Mursal dalam sanad 

Ibrahim bin Abu Yahya). Hadist ini dhaif (Nayl al-Autar).
29

 

2.2.2.3.2.2.2 Dalil lain riwayat dari Nafi‟ bin Abd al-Harits, yang mengkisahkan 

sahabat Umar bin Khattab ra. pernah melakukannya: 

دِرْىَم ,  رْبَ عَةِ الَافٍ وَانِ بْنُ أمَُيَّة بأَِ مِنْ صَفْ  شْتَ رَى لِعُمَر دَارُ السِجْنِ عَنْ ناَفِعِ بْنُ الْْاَرِث : أنََّوُ اِ 
قاَلَ   دِرْىَمٍ . وَمَنْ ىَاىُنَّ   فلَِصَفْوَانِ أرَْبَعُ مِائةَِ كَانَ الْبَ يْعُ ناَفِذًا وَإِنْ لَمْيَ رْضَ فإَِنْ رَصِيَ عُمَر ,  

لِائَنَّ عُمَر فَ عَلَوُ.لاَ بأَْسَبِبَ يْعِ الْعُرْبُ وْن : الِإمَامُ أَحَْْد :   
Artinya: 

Nafi‟ bin Abd al-Harits membelikan rumah penjara untuk sahabat Umar dari 

Safyan bin Umayah seharga empat ribu dirham, jikalau sahabat Umar rida 

maka jual beli diteruskan, jika tidak rida maka batal dan Safyan mendapatkan 

empat ratus dirham.
30

 

Dan dari cerita ini Imam Ahmad berpendapat tidak apa-apa jual beli dengan 

uang muka/urbun karena sahabat Umar pernah melakukannya. 

                                                             
29

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih dan Perundangan Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka. 2002), h. 461. 

 
30

Wahbah Az-Zuhaili, Bai’ al-Urbun, (Damasykus: Dar al-Maktabi. 2000), h. 06.  
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 Riwayat kedua hadist inilah yang dijadikan alasan oleh Imam Ahmad bin 

Hambal membolehkan urbun. Dan demikian didukung oleh qaul as-sahabi yang 

membenarkan akan hujjah tersebut. 

2.2.2.3.3 Pendapat Ulama Terdahulu dan Ulama Kontemporer Mengenai 

Panjar/Urbun 

2.2.2.3.3.1 Pendapat Ulama Terdahulu 

 Para ulama berselisih pendapat tentang sistem uang panjar/urbun ini. 

Diantaranya ada tiga pendapat yang berbeda, yaitu:
31

 

2.2.2.3.4.1 Batal/Tidak Sah disisi Madzhab Syafi‟iyah dan Malikiyah 

 Batal disisi Imam Syafi‟i dan Maliki karena Nabi Muhammad saw. 

melarang daripada ‘urbun dan karena itu merupakan bentuk penipuan, menempah 

bahaya dan memakan harta tanpa gantian. Ada padanya dua syarat yang rusak. 

Pertama, syarat hibah, dan kedua, syarat pemulangan diatas adalah penjual tidak mau 

menjual karena diisyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa bayaran ganti. Syarat 

seperti ini tidak sah sebagaimana syaratnya bagi orang asing karena ia sama dengan 

khiyar majhul yang mensyaratkan pemulangan barang tanpa menyebut masa seperti 

dia (penjual) berkata: “Saya ada hak buat pilihan, bila saya mau, saya akan pulangkan 

barang bersamanya satu dirham”. Dan ini merupakan qiyas yang tepat. 

 Alasan haramnya urbun ini adalah ketidakpastian dalam transaksi, oleh 

karena itu hukumnya tidak sah, karena menyalahi syarat dalam transaksi.
32

 

2.2.2.3.4.2 Fasid (rusak) disisi Mazhab Hanafiyah 

                                                             
31

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka. 2002), h. 461.  

 
32

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta: Kencana. 2010), h. 206.  
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  Ulama Madzhab Hanafi berpendapat jual beli urbun hukumnya fasid 

(rusak), namun akad transaksinya tidak batal. 

2.2.2.3.4.3 Boleh disisi Mazhab Hambaliyah 

 Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jual beli dengan sistem urbun 

tidak mengapa. Hadist yang diriwayatkan oleh Abdul Razak hadistnya daripada 

hadist Zaid bin Aslam: 

لَيْوِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْباَنِ فِِ الْبَ يْعِ فاَحَلَّوُ )رواه عبد الرزك(سُهِلَ رَسُوْلُ الِله صَلَى اللهُ عَ   

Artinya: 

Sesungguhnya ditanya Rasulullah saw. tentang jual beli „arabun dalam masalah 

jual beli, maka Rasulullah saw. menghalalkannya. (Hadist Mursal dalam sanad 

Ibrahim bin Abu Yahya). Hadist ini dhaif (Nayl al-Autar).
33

 

2.2.2.3.3.2 Pendapat Ulama Fiqih Kontemporer 

  Para ulama hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI 

memilih pandangan fuqaha Hambali dan membenarkan praktik urbun atau panjar 

sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa 

hadist Nabi Muhammad saw. yang digunakan untuk melarang urbun tidak shahih 

sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Namun demikian, mengembalikan uang panjar 

tersebut lebih dianjurkan atau diutamakan, berdasarkan hadist Rasulullah saw.: 

لَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ  عَلَيْوِ  وَسَلَّمَ : مَنْ  اقَُلَ  مُسْلِمًا اقَاَلوَُ اللهُ  لَ : ق   ق  ةَ  عَنْ اَبِْ  ىُريَْ رَ 
توَُ )رواه ابن ماجو(عَسْرَ   

Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang 

berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang Muslim maka Allah akan 

bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya”. (H.R. Ibnu Majah).
34
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Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih dan Perundangan Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan 

Pustaka. 2002), h. 461.  

 
34

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), h. 

348.  
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 Pandangan para ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan 

transaksi urbun, yaitu: Pertama, uang panjar yang dimaksudkan sebagai bukti untuk 

memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu 

pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan (urf’) yang menentukan 

lain. Dengan demikian, uang panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan 

salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua, uang 

panjar juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk 

memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat 

istiadat yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan urbun/panjar 

yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, 

maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang 

dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang 

memutuskan akad adalah pihak penerima urbun/panjar, ia wajib mengembalikan 

uang panjar tersebut, disamping tambahan sebesar jumlah uang panjar tersebut 

sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.
35

 

2.2.2.3.4 Fatwa-Fatwa di Negara-Negara Islam tentang Panjar/Urbun 

2.2.2.3.4.1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

 Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

nomor 13/DSN/MUI/IX/2000 tentang panjar/urbun atau uang muka dalam 

murabahah dengan ketentuan umum, yaitu: 

2.2.2.3.4.1.1 Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari‟ah 

(LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah 

pihak bersepakat. 

                                                             
35

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007), h. 

349.  
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2.2.2.3.4.1.2 Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 

2.2.2.3.4.1.3 Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus 

menggantikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 

2.2.2.3.4.1.4 Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta 

tambahan kepada nasabah. 

2.2.2.3.4.1.5 Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 

mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.
36

 

2.2.2.3.4.2 Fatwa Kerajaan Arab Saudi 

 Fatwa Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta (Komite tetap 

untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) mengeluarkan beberapa 

fatwa.
37

 

2.2.2.3.4.2.1 Fatwa no. 9388, yang berbunyi: 

 Pertanyaan: Bolehkan seorang penjual mengambil uang muka (urbun) 

dari pembeli? Dalam keadaan pembeli gagal membeli atau mengembalikannya, 

apakah penjual berhak secara hukum syariat mengambil uang muka tersebut untuk 

dirinya tanpa mengembalikannya kepada pembeli. 

 Jawaban: Apabila realitanya demikian maka dibolehkan baginya 

(penjual) untuk memiliki uang muka tersebut untuk dirinya dan tidak 

mengembalikannya kepada pembeli. Menurut pendapat yang rajah, apabila keduanya 

telah sepakat untuk itu. 
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Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 

349-350.  
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Lembaga Fatwa Saudi Arabia, Fatawa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhutsil Ilmiyah Wa Ifta, 

h. 133.  
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2.2.2.3.4.2.2 Fatwa no. 19637, menjawab pertanyaan: 

 Al-Urbun sudah dikenal sebagai uang muka sedikit yang diserahkan 

pada waktu membeli untuk tanda jadi, hingga menjadikan status barang dagangan 

tersebut menggantung. Apa hukum jual beli tersebut? Banyak dari para penjual yang 

mengambil harta urbun (panjar) ketika pelunasan pembayaran gagal. Bagaimana 

hukumnya? 

 Jawaban: Jual beli dengan DP (down payment/urbun) diperbolehkan. 

Jual beli ini yaitu seorang pembeli membawa sejumlah uang yang lebih sedikit dari 

nilai harga barang tersebut kepada penjual atau agennya (wakilnya) setelah transaksi 

dan uang tersebut untuk jaminan barang. Ini dilakukan agar pembeli tersebut tidak 

mengambilnya, dengan ketentua: Apabila pembeli tersebut mengambilnya, maka 

uang tersebut terhitung dalam bagian pembayaran, dan bila tidak mengambilnya 

maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya. 

 Jual beli sistem panjar ini sah, baik batas waktu pembayaran sisanya 

telah ditentukan atau belum ditentukan, dan penjual memiliki hak secara syar‟i untuk 

menagih pembeli agar melunasi pembayaran setelah jual beli telah sempurna dan 

serah terima barang telah terjadi. 

2.2.2.3.4.3 Fatwa Uni Emirat Arab dan Iraq 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 

148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan bahwa: 

2.2.2.3.4.3.1 Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final 

dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain 

dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan. 
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2.2.2.3.4.3.2 Apabila kedua pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai 

sanksi pemutusan akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak 

yang membayar urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar 

jumlah yang sama.
38

 

Dari berbagai penjelasan mengenai tentang panjar/urbun maka peneliti 

menarik kesimpulan bahwa panjar/urbun mubah atau dibolehkan dengan syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun panjar yang nantinya akan 

diteliti ialah mengenai panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang.  

2.2.3 Sistem Pengupahan/Upah 

Sistem pengupahan di suatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem 

perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada 

dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl 

Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori 

pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perkonomian bebas.Sistem 

pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut 

paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya 

dipergunakan di negara-negara kapitalis. 

2.2.3.1 Teori upah menurut nilai dan pertentangan kelas 

Ajaran Karl Marx menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber 

nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dan jasa buruh atau jumlah waktu 

kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.Implikasi dari 

pandangan ini adalah: 
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Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk 

seluruh proses produksi barang tersebut. 

2.2.3.1.1 Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis 

barang adalah kira-kira sama. Oleh karena itu, harganya pun dibeberapa 

tempat menjadi kira-kira sama. 

2.2.3.1.2 Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh. Jadi dengan demikian 

hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan 

nasional tersebut. 

Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaanya berdasarkan pandangan 

Karl Marx adalah sebagai berikut: 

2.2.3.1.3 Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, macam dan jumlahnya hampir sama. 

Nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah tiap orang kira-kira 

sama. 

2.2.3.1.4 Sistem pengupahan tidak memberikan intensif yang sangat perlu 

menjamin peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. 

2.2.3.1.5 Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang 

betul- betul mau kerja menurut kemampuannya. 

Sistem pengupahan menurut Karl Marx didasarkan pada teori nilai dan asas 

pertentangan kelas. Pada dasarnya pandangan Karl Marx bahwa hanya buruh yang 

merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan 

untuk memproduksi suatu barang. Sedangkan dari pendapat lainnya dari teori Karl 

Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis selalu berusaha 

menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Akibatnya 

adanya pengangguran besar-besaran sehingga menurunkan upah. 



46 

 

 

 

2.2.3.2 Teori Upah menurut Pertambahan Produk Marginal 

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimumkan 

keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian 

rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan 

sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha 

mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan 

hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. 

Teori Neo klasik menyatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai 

dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha 

kerja yang diberikan seseorang tersebut pada pengusaha. Upah dibayar oleh 

pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktivitas yang diberikan kepada 

pengusaha. 

Teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal 

faktor produksi, dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi 

yang diterima pengusaha dari karyawan. 

2.2.3.3 Afzalur Rahman 

Mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas 

jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi 

imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga 

dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Sistem pembayaran 

kompensasi yang umum diterapkan adalah: 

2.2.3.3.1 Sistem waktu 

Besarnya kompensasi (gaji, upah) diterapkan berdasarkan standar waktu 

seperti jam, minggu, atau bulanan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif 
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lebih mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. 

Contoh: Fitrawan pekerja harian, upahnya perhari sebesar Rp.5.000,00 jika ia bekerja 

selama 6 hari, maka upahnya sama dengan 6 x Rp.5.000,00 = Rp.30.000,00 selama 6 

hari kerja. Elvin May karyawan tetap gajinya perbulan sebesar Rp.350.000,00 jadi 

setiap bulannya Elvin menerima gaji sebesar Rp.350.000,00. 

Sistem waktu diterapkan jika prestasi kerja sulit diukur perunitnya dan bagi 

karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap 

bulannya. Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja 

bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya. 

Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya 

kompensasi yang akan dibayarkan tetap, sedangkan kelemahannya adalah pekerja 

yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sesuai perjanjian. 

2.2.3.3.2 Sistem hasil 

Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter dan kilogram. Dalam sistem hasil 

besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang 

dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat 

diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak 

mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. 

Contoh: perusahaan genting merah menetapakan upah per unit Rp. 

1.000,00 jika Ali dapat mengerjakan 500 genting maka kompensasi (balas jasa) yang 

diterimannya 500 x Rp.1.000.00 = Rp.500.000,00. Kebaikan sistem hasil memberikan 

kesempatan pada karyawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh  serta berperestasi 

baik akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Sementara itu kelemahan sistem 
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hasil ialah kualitas barang yang akan dihasilkan kurang baik dan karyawan yang 

kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang manusiawi. 

2.2.3.3.3 Sistem borongan 

Sistem borongan secara harfiah ialah sistem yang menggunakan jasa atau 

tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas tertentu yang menggunakan 

sistem pembayaran secara keseluruhan. Keseluruhan disini berarti upah atau gaji yang 

diterima dihitung berdasarkan volume pekerjaan dari awal hingga tahap tertentu atau 

hingga pekerjaan tersebut selesai.  

Sistem borongan adalah suatu pengupahan yang penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannnya. Penetapan besarnya 

balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta 

banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya. 

Contoh: Dr. Ali memborong menyelesaikan pembukuan Cahaya Sinar 

untuk tahun buku 1998 sebesar Rp.200.000,00 jika kalkulasinya kurang tepat, bisa-

bisa Ali hanya akan mendapatkan balas jasa yang rendah. Sebaliknya jika kalkulasi 

cukup baik dia akan memperoleh balas jasa yang relatif besar. Jadi dalam sistem 

borongan pekerja biasa mendapatkan balas jasa besar atau kecil tergantung atas 

kecermatan kalkulasi mereka.
39

 

2.2.3.4 Alma Buchari 

Menurut Alma Buchari metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai 

sistem pembayaran upah adalah: 
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2.2.3.4.1 Sistem Upah Waktu 

Beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah 

berdasarkan tanggung jawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan 

produktifitas yang dihasilkannya.Kadang-kadang ada pekerja yang sukar diukur 

prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas 

dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan, maka sistem upah 

waktu lebih cepat digunakan. 

2.2.3.4.2 Sistem Upah Prestasi 

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau per unit produk yang 

diselesaikannya. Sistem ini mempunyai kebaikan diantaranya: 

2.2.3.4.2.1 Ada dorongan untuk bekerja lebih giat 

2.2.3.4.2.2 Buruh yang rajin menerima upah lebih tinggi, dan 

2.2.3.4.2.3 Perhitungan harga pokok lebih baik. 

2.2.3.4.3 Sistem Upah Borongan 

Sistem upah borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah 

golongan.Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu, jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. 

2.2.3.4.4 Sistem Upah Premi 

Premi adalah hadiah atas bonus yang diberikan kepada karyawan berkat 

pekerjaan yang dilakukan memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan.
40

 

Namun, efek yang muncul akibat kebikalan politik-ekonomi yang keliru adalah 

kesemrautan di segala aspek termasuk masalah perburuhan, aspek politik sangat 

terkait dengan pengambilan kebijakan strategis dan regulasi oleh pengusaha untuk 

                                                             
40

Alma Bukhari, Pengatar Bisnis, (Bandung: Penerbit Alfabeta.  2006), h. 222-223  



50 

 

 

 

menata sistem kenegaraan, sedangkan aspek ekonomi terkait dengan penyediaan dana 

beserta pengelolahannya. 

Adapun landasan pengambilan kebijakan politik-ekonomi negeri ini 

bertumpu pada sistem kapitalisme-liberal. Sistem ini memiliki prinsip dalam ekspansi 

ideologi yakni meminimalkan peran negara dalam perekonomian, subsidi terhadap 

komoditas publik diperkecil, privatisasi aset negara, dan menjadikan pajak dan 

hutang sebagai sumber utama pembayaran negera, meskipun mempunyai SDA yang 

melimpah. 

Masalah lain yang memicu timbulnya perselisihan antara pengusaha dan 

buruh yakni karena adanya perasaan-perasaan kurang puas. Dan yang menjadi 

pangkal ketidak puasan itu pada umumnya berkisar pada masalah-masalah: 

2.2.3.4.4.1 Pengupahan 

2.2.3.4.4.2 Jaminan social 

2.2.3.4.4.3 Perilaku penegasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai 

kepriabadian. 

2.2.3.4.4.4 Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan 

pekerjaan yang harus diemban.
41

 

2.2.3.5 Upah dalam Undang-Undang 

Menurut Undang- undang Republik Indonesia No.13 Pasal 1 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan: 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang menerima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/ 
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buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 

atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
42

 

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pengupahan yang 

terdapat pada Pasal 91 No.1 yaitu: 

Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha 

dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan 

pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43

 

Ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintah daerah disebut 

dengan upah minimum regional (UMR) dan memiliki ketentuan standar upah yang 

berbeda-beda di masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah 

tersebut. Namun insentif yang diterima oleh karyawan merupakan kebijakan dan 

perushaan dan penentuan standar pemberiannya pun ditentukan sendiri oleh 

perusahaan. 

2.2.3.6 Upah atau Ijarah dalam Islam 

2.2.3.6.1 Pengertian Upah/Ijarah 

Secara etimologi ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-

„iwadh/penggantian, dari sebab itulah ats-tsawabu dalam konteks pahala dinamai juga 

al-ajru atau upah. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, 

antara lain: 
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2.2.3.6.1.1 Menurut Sayyiq Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

untuk mengambil mamfaat dengan jalan memberi penggantian. 

2.2.3.6.1.2 Menurut Ulama Syafi‟iyah, al-ijarah ialah suatu jenis akad atau 

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah 

dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. 

2.2.3.6.1.3 Menurut Ulama Hanfiyah, al-ijarah ialah akad atas suatu kemanfaatan 

dengan pengganti. 

2.2.3.6.1.4 Menurut Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, al-ijarah ialah menjadikan 

milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan 

pengembalian.
44

 

2.2.3.6.1.5 Menurut Amir Syarifuddin, al-ijarah secara sederhana dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. 

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu 

benda disebut Ijarah al‟Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk 

ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari 

tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah-mengupah, seperti 

upah membuat kerajinan tangan. Sekalipun objeknya berbeda, keduanya 

dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.
45

 

2.2.3.6.1.6 Menurut Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri, ijarah adalah akad 

terhadap suatu manfaat untuk jangka waktu tertentu dan dengan harga 

bayaran tertentu.
46
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2.2.3.6.1.7 Menurut Suhrawadi K. Lubis  dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan 

sewa menyewa (ijarah) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan 

perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah 

manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat 

berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya 

seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti 

pekerja.
47

  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah perjanjian atau 

perikatan antara dua belah pihak, atas manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya 

i‟wadh atau imbalan atas barang dan jasa tersebut serta tanpa adanya pemindahan hak 

kepimilikan atas objek yang ditransaksikan. Dengan disertai dengan upah, yaitu harga 

yang dibayarkan oleh majikan/pemilik usaha, atas jasa keahlian seseorang yang telah 

digunakan untuk sebuah produksi. Upah merupakan bentuk apresiasi/kompensasi 

terhadap apa yang telah dilakukan seseorang. Pekerja/buruh diberikan imbalan atas 

jasanya disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar 

atas jasa dalam produksi.   

2.2.3.6.2 Dasar Hukum Upah/Ijarah 

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah 

merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Upah atau ijarah (al ajru) 

ialah pemberian uang atau benda lain sebagai balas jasa seseorang atas pekerjaan 

yang telah dilakukan. Akad pemberian upah ini hukumnya mubah, sedangkan 

memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasa hukumnya wajib.
48
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Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara‟ berdasarkan ayat 

Alqur‟an, hadist-hadist Nabi dan ketentuan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum 

kebolehan ijarah, debagai berikut: 

(٦:اجُُوْرَ ىُنَّ )الطلاق فاَتُْ وْ ىُنَّ  فاَِنْ ارَْضَعْنَا لَكُمْ   
Terjemahannya: 

 Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. (Q.S. At-

Thalaq: 6).
49  

 

                            :(۹٦)القصص 
Terjemahannya: 

Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai 

pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang 

yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S. Al-Qhasas: 26).
50

 

 

رَ أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عُرقُوُُ )رواه ابن ماجو(  أعَْطُوْا اْلَأجِي ْ

Artinya: 

Berikanlah upah atau jasa kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. 

Ibnu Majah).
51

 

رً افَ لْيَ عْمَلْ اَجْرهَُ )رواه عبد  ة(ريالرزاق عن أبى ىر مَنِ اسْتَاْجَرَ اَجِي ْ  

Artinya: 

Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya. (H.R. 

Abd Razaq dari Abu Hurairah).
52
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Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟, bahwa ijarah dibolehkan 

sebab bermanfaat bagi manusia.
53

 Dan tidak ada seorang Ulamapun yang melarang 

transaksi ijarah, sekalipun mereka berbeda pendapat mengenai hal ini. 

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan ijarah itu adalah untuk memberi 

keringanan kepada umat dalam kehidupan ini. Banyak orang yang mempunyai uang, 

tetapi tidak dapat bekerja atau membutuhkan pekerja seperti halnya di usaha batu 

bata, dimana pemilik usaha membutuhkan tenaga pekerja dalam proses usahanya. 

Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan 

uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua 

belah pihak saling mendapatkan manfaat. 

2.2.3.6.3 Rukun dan Syarat-Syarat Ijarah 

Menurut Hanafiyah rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua 

belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada 

empat, yaitu: 

2.2.3.6.3.1 Dua orang yang berakad. 

2.2.3.6.3.2 Sighat (ijab dan qabul). 

2.2.3.6.3.3 Sewa atau imbalan (upah). 

2.2.3.6.3.4 Manfaat.
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Adapun syarat-syarat ijarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen 

sebagai berikut: 

2.2.3.6.3.5 Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama 

Syafi‟iyah dan Hambali diisyaratkan telah baliq dan berakal. Oleh sebab 
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itu, apabila orang yang belum baliq atau tidak berakal, seperti anak kecil 

atau orang gila ijarahnya tidak sah. Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus 

mencapai usia baliq. Oleh karenanya, anak yang baru mumayyiz pun 

boleh melakukan akad ijarah, hanya pengesahannya perlu persetujuan 

walinya. 

2.2.3.6.3.6 Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan 

akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad 

ini, maka akad ijarahnya tidak sah. 

2.2.3.6.3.7 Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui, sehingga tidak 

muncul perselisihan dikemudian hari. 

2.2.3.6.3.8 Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan 

tidak ada cacatnya. 

2.2.3.6.3.9 Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. 

2.2.3.6.3.10 Upah atau sewa dalam ijarah dalam ijarah harus jelas, tertentu dan 

sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.
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2.2.3.6.4 Macam-Macam Ijarah 

Dari segi objek, akad ijarah dibagi para Ulama Fiqih kepada dua macam: 

2.2.3.6.4.1 Ijarah yang bersifat manfaat (sewa). Ijarah yang bersifat manfaat 

umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko dan kendaraan. Apabila 

manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara‟ untuk 

digunakan, maka para Ulama Fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan 

objek sewa-menyewa. 
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2.2.3.6.4.2 Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan 

ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Ijarah seperti ini menurut para Ulama Fiqih hukumnya boleh apabila 

jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari‟at, seperti buruh pabrik, tukang 

sepatu dan tani.
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Ijarah ala al-‘amal (upah mengupah) terbagi kepada dua, yaitu: 

2.2.3.6.4.3 Ijarah Khusus, yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. 

Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang 

yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga. 

2.2.3.6.4.4 Ijarah Musytarak, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau 

melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan oranglain. 

Contohnya para pekerja pabrik.
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Dari berbagai penjelasan diatas mengenai ijarah atau upah dapat ditarik 

kesimpulan bahwa didalam Islam ijarah/upah ataupun sewa menyewa itu mubah atau 

dibolehkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara‟ menurut para Jumhur 

Ulama sebab bermanfaat bagi manusia.   

2.2.4 Teori Pekerja 

2.2.4.1 Pengertian Pekerja 

  Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan 

dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang 

bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3 Hal tersebut berbeda 

dengan definisi dari tenaga kerja, dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 
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tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, ”Tenaga Kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pekerja atau buruh 

merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam 

hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja. Sedangkan menurut Undang–

undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa, 

”Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja menerima upah atau imbalan dalam 

bentuk lain ”. Jadi pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan 

kerja dibawah perintah pengusaha/pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau 

imbalan dalam bentuk lain. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja 

adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk 

mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan. 

Pada dasarnya buruh, pekerja, tenaga kerja, maupun karyawan adalah sama. 

Namun hal yang umumnya dipahami di kalangan masyarakat bahwasanya pekerjaan 

buruh itu berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran dan sebagainya. 

Sedangkan pekerja tenaga kerja dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih 

tinggi, dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot tapi otak 

dalam melakukan kerja. Akan tetapi, keempat kata ini sama mempunyai arti satu 

yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan yang 

berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indoenesia. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang 

bekerja untuk orang lain dengan mendapatakan upah. 
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2.2.4.1.1 Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu : 

2.2.4.1.1.1 Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa 

menurut ketentuan undang-undang. 

2.2.4.1.1.2 Buruh harian; buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja. 

2.2.4.1.1.3 Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak 

mempunyai keahlian di bidang tertentu. 

2.2.4.1.1.4 Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu diperkerjakan atau buruh 

yang dipekerjakan apabila ada keperluan. 

2.2.4.1.1.5 Buruh Marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat 

sama dengan jumlah upah yang diterima. 

2.2.4.1.1.6 Buruh terampil; buruh yang mempunyai keterampilan dalam bidang 

tertentu. 

2.2.4.1.1.7 Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.
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Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuh perjanjian persetujuan 

kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja, hubungan 

perburuhan atau hubungan industrial di negara manapun/penganut sistem hubungan 

industrial apapun di dunia ini senantiasa dikenal adanya hukum yang bersifat otonom 

dan heteronom.  

Di Indonesia, hukum yang bersifat otonom mempunyai kedudukan dan peran 

yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua  belah 

pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, putusnya hubungan kerja 

serta pasca hubungan kerja.
59
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Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, hal ini 

tercanntum pada pasal 1 ayat (14) Undang-undang ketenagakerjaan.  

Ketentuan dalam pasal 1601a KUHPerdata menyebutkan pengertian 

perjanjian perbirijam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu si buruh, 

mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu 

tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah.
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Dengan adanya perjanjian antara pekerja/buruh dengan si majikan/pemilik 

usaha, maka diharap akan hadirnya hubungan yang harmonisasi. Namun, disamping 

itu perlu juga diketahui bahwa setiap hubungan kerja pasti ada perbedaan 

kepentingan. Perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja/ buruh harus 

dicarikan harmonisasi antara pekerja/ buruh maupun pengusaha yang mempunyai 

tujuan sama yaitu menghasilkan barang atau jasa sehingga perushaan dapat terus 

berjalan. 

 Apabila karena satu dan lain hal perusahaan terpaksa ditutup maka yang 

mengalami kerugian bukan saja pengusaha karena telah kehilangan modal, tetapi juga 

pekerja/buruh karena kehilangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan. 

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pekerja/buruh maka peneliti 

menmyimpulkan definisi yang tepat untuk pekerja/buruh usaha batu bata ialah buruh 

kasar yang menggunakan kekuatan fisik dan keterampilan dalam hal bekerja dan 

menghasilkan. 
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2.2.5 Batu Bata  

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. 

Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah merahan. 

Batu bata biasanya digunakan oleh konsumen untuk membuat dinding bangunan, 

seperti ruko, btn, pasar dan lain sebagainya. 

2.2.5.1 Adapun jenis-jenis batu bata sebagai berikut: 

2.2.5.1.1 Batu bata tanah liat; terbuat dari tanah liat dengan dua kategori yaitu bata 

biasa dan bata muka. 

2.2.5.1.2 Bata biasa, memiliki permukaan dan warna yang tidak menentu, bata ini 

digunakan untuk dinding dengan menggunakan morta (campuran semen) 

sebagai pengikat. Bata jenis ini sering disebut sebagai batu bata merah. 

2.2.5.1.3 Bata muka, memiliki permukaan yang baik dan licin dan mempunyai 

warna dan corak yang seragam. Disamping digunakan sebagai dinding juga 

digunakan sebagai penutup dinding dan sebagai dekorasi. 

2.2.5.1.4 Batu bata pasir – kapur; sesuai dengan namanya batu bata ini dibuat dari 

campuran kapur dan pasir dengan perbandingan 1:8 serta air yang 

ditekankan kedalaman campuran sehingga membentuk batu bata.
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Dari beberapa jenis batu bata diatas, maka jenis batu bata yang ada di Kanni, 

Kab. Pinrang tempat peneliti melakukan penelitian ialah jenis batu bata tanah liat. 

2.2.6 Hukum Ekonomi Islam 

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan 
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manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan 

hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.
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2.2.6.1 Prinsip Hukum Ekonomi Islam 

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang ditentukan syara‟, 

terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama 

manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-

prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqih al-

muamalah (hukum ekonomi Islam), maka setidaknya ditemukan 4 prinsip, yaitu: 

2.2.6.1.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya. 

Dalam prinsip ini mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi 

pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlangsung selama tidak atau belum 

ditemukan nash Alqur‟an dan Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika 

ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad 

muamalah itu menjadi terlarang berdasar syara‟. Prinsip hukum ekonomi Islam ini 

sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat didalam 

Alqur‟an dan Hadist. 

2.2.6.1.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. 

Prinsip hukum ekonomi Islam ini adalah muamalah, hendaknya dilakukan 

dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila 

ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas 

ekonomi itu batal berdasarkan syara‟. 

2.2.6.1.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan 

menolak madharat. 
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Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu 

hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, 

aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat 

Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas 

ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, pada saat itu 

hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, 

mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan. 

2.2.6.1.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan 

unsur lain yang diharamkan berdasar syara‟. 

Dalam prinsip terakhir ini, aktivitas  ekonomi wajib terhindar dari unsur 

gharar, kedzaliman, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara‟. Syariat 

Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang  

dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (haq), keadilan, menegakkan 

kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Sehubungan 

dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur 

dengan kedzaliman, penipuan, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang diharamkan Allah 

swt.
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Dari uraian itu dapat dipahami, aktivitas ekonomi baru dianggap shahih 

apabila memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam itu. Bila aktivitas ekonomi 

itu tidak memenuhi salah satu atau beberapa prinsip hukum ekonomi Islam, maka 

akan tergolong pada aktivitas ekonomi yang ghayr al-shahih, baik bathil atau fasad. 

Pemenuhan prinsip-prinsip itu dalam rangka menciptakan aktivitas ekonomi yang 

dapat menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan dan kerelaan. Sehubungan 

dengan hal ini, maka dapat disimpulkan, prinsip hukum ekonomi Islam ini pada 

hakikatnya adalah menegakkan kebenaran, keadilan, kemurahan dan kerelaan.  

                                                             
63

Dasar dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam, http://kisahimuslim.blogspot.com/2016/03/dasar-

dan -prinsip-hukum-ekonomi-islam.html?m=1, (Diakses pada tanggal 08 Oktober 2019).    



64 

 

 

 

2.2.6.2 Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam   

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah: 

2.2.6.2.1 Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan  

kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia,  

2.2.6.2.2 Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat  kualitas 

kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan  kemampuan 

teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam, 

2.2.6.2.3 Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai  

moral harus diterapkan, 

2.2.6.2.4 Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan  

seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana 

distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.  

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:  

2.2.6.2.5 Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua  

orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap 

individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. 

Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang 

yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan 

melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, 

bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak, 

2.2.6.2.6 Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

2.2.6.2.7 Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan 

ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan 

dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar benar dapat 

menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam  masyarakat, atas dasar 
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inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan 

dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.
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 Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang 

mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip prinsip 

Islam. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika 

penerapan bermuamalah terlaksana sesuai dengan syara‟ dan ketentuan-ketentuan 

yang tertuang didalamnya demi kemaslahatan bersama.  

2.3 Tinjauan Konseptual 

Penelitian ini berjudul “Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di 

Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, dan untuk lebih memahami 

penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang 

terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni: 

2.3.1 Praktik 

Praktik merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap 

(proses), namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Suatu sikap 

dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau 

suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut 

Faktor pendukung tersebut yakni faktor fasilitas dan dukungan. Faktor 

fasilitas ialah faktor segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat 

mempermudah serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu, dan faktor 

dukungan ialah faktor yang menyediakan sesuatu untuk kebutuhan orang lain. 

Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan dorongan/motivasi atau 

semangat dan nasehat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan. 
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2.3.2 Panjar Upah Pekerja 

Panjar upah pekerja adalah suatu bentuk pemberian upah sebelum bekerja 

oleh majikan atas dasar kepercayaan, dimana pengembalian dari pekerja itu memiliki 

nilai yang sama dengan panjar upah yang diberi majikan, yang diproduksi oleh 

pekerja itu sendiri dalam waktu yang tidak ditentukan (sesuai perjanjian/akad). 

2.3.3 Sistem Pengupahan/Upah 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk 

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
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2.3.4 Pekerja 

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan 

dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang 

bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

2.3.5 Batu Bata 

Batu bata merah merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat 

dinding. Batu bata terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah 

merahan. 

2.3.6 Hukum Ekonomi Islam 

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan 
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manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan 

hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. 

2.4 Kerangka Pikir 

2.4.1 Teori Upah Afzalur Rahman 

Afzalur Rahman mendefinisikan upah sebagai harga yang dibayarkan kepada 

pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga 

kerja diberi imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah 

adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Sistem 

pembayaran kompensasi (upah) yang umum diterapkan adalah: 

2.4.1.1 Sistem waktu. 

2.4.1.2 Sistem hasil. 

2.4.1.3 Sistem borongan. 

Dari ketiga sistem pembayaran kompensasi diatas atas jasa pekerja, nantinya 

akan menjadi acuan peneliti untuk mencari tahu sistem apa yang dipakai pemilik 

usaha batu bata dalam pembayaran upah pekerja. Disamping itu, peneliti juga akan 

mencari tahu tentang mekanisme panjar upah pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. 

Pinrang, berdasarkan sistem pemberian upah (kompensasi). Dengan penelitian 

tentang panjar ini nantinya akan disesuaikan berdasarkan analisis Hukum Ekonomi 

Islam. 
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Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka 

peneliti membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut: 

2.4.2 Bagan Kerang Pikir 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORI UPAH 

SISTEM WAKTU SISTEM HASIL SISTEM BORONGAN 

PANJAR UPAH PEKERJA 

USAHA BATU BATA 

ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM 

PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM 

 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 
mengharamkannya. 

 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. 
 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan 

menolak madharat. 
 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba dan kedzaliman. 

TEMUAN PENELITIAN 



 

 

69 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dan 

yang kita inginkan bersama. Oleh karena itu, dalam penulisan ini peneliti berusaha 

untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan 

bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat 

memenuhi syarat suatu penulisan karya ilmiah.  

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.
66

 Penelitian lapangan 

dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian non hipotesis sehingga dalam 

langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.
67

 Secara khusus, penelitian 

ini dirancang untuk mengumpulkan informasi (gejala) tentang keadaan-

keadaan/peristiwa-peristiwa sekarang atau yang sementara berlangsung. 

Dengan demikian, maka hasil penelitian berupa penggambaran secara 

deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana 

Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batubata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis 

Hukum Ekonomi Islam). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

3.2.1 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Kanni, Kab. Pinrang. 
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Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Social, (Bandung: Mandar Maju. 2003), h. 32. 

 
67

Abdul Kadir Muhammad, Hukum  dan  Penelitian, (Bandung: Citra Aditya Mandiri. 2004), 

h. 208. 
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3.2.1.1 Sejarah Kab. Pinrang 

3.2.1.1.1 Sejarah Berdirinya Kab. Pinrang 

Kabupaten Pinrang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari Kota Makassar arah 

utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. 

Luas wilayah Kabupaten Pinrang 1.961,77 km2 yang terbagi kedalam 12 Kecamatan, 

meliputi 68 Desa dan 16 Kelurahan yang terdiri dari 86 Lingkungan dan 189 Dusun. 

3.2.1.1.2 Asal Mula Nama Kab. Pinrang 

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang 

berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. 

Versi pertama menyebut Pinrang berasal dari bahasa Bugis yaitu kata 

“benrang” yang berarti “air genangan” bisa berarti “rawa-rawa”. Hal ini disebabkan 

pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering 

tergenang dan berawa. 

Versi kedua menyebutkan bahwa ketika Raja Sawitto bernama La 

Dorommeng La Paleteang, bebas dari pengasingan dari Kerajaan Gowa. Kedatangan 

disambut gembiranamun mereka terheran karena wajah raja berubah dan mereka 

berkata “Pinra bawangngi tappana puatta pole Gowa”. Setelah itu rakyat menyebut 

daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi 

Pinrang.  

Sumber lain mengatakan pemukiman Pinrang yang dahulu rawa selalu 

tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas 

genangan air, dalam bahasa Bugis disebut “Pinra-Pinra Onroang”. Setelah 

menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama: Pinra-pinra. 
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3.2.1.1.3 Masa Penjajahan 

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal Onder Afdeling Pinrang yang 

berada dibawah Afdeling Parepare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang 

kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto, dan 

Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa 

dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya Onder Afdeling 

Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada 

zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. 

3.2.1.1.4 Masa Kemerdekaan 

Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian 

wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swatantra yang dibentuk adalah sama 

dengan wilayah afdeling. Perubahannya adalah kata afdeling menjadi swatantra dan 

Onder Afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan tersebut, maka Onder Afdeling 

Pinrang berubah menjadi kewedaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan 

beberapa distrik. 

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku 

pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi 

termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, 

keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk 

H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat ini 

unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi maka tanggal 

tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang, karena pada saat itu 

unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Hal ini kemudian 

dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok pemuda, khususnya 
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KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada DPRD untuk dituangkan kedalam 

suatu PERDA tersendiri. 

3.2.1.1.5 Geografi 

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara 

ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3º19‟13” sampai 4º10‟30” 

lintang selatan dan 119º26‟30” sampai 119º47‟20” bujur timur. Secara administratif, 

Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas 

wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah 

Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Selatan dengan 

Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km². 

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga 

terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh 

areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini 

mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensialuntuk sektor pertanian dan 

memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, 

perkebunan dan peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0-500 mdpl 

(60,41%), ketinggian 500-1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%). 

3.2.1.1.6 Demografi  

Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2017 sebesar 411.837 

jiwa dengan sebaran penduduk 210 jiwa/km².
68

 

3.2.1.2 Kanni 

Kanni atau Lingkungan Kanni merupakan salah satu lingkungan yang berada 

di wilayah Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kab. Pinrang. Lingkungan 
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(Diakses pada tanggal 07 Januari 2020). 
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Kanni berbatasan langsung dengan Dusun Sempang, Desa Mattiro Ade, Kecamatan 

Patampanua di wilayah utara. 

3.2.1.2.1 Sejarah Penamaan Kanni 

Ada dua versi asal muasal penamaan Kanni yang berkembang dalam 

masyarakat Kanni sendiri. Versi pertama, nama Kanni berasal dari sebuah pohon 

besar yang dahulu pernah ada di wilayah itu. Pohon itu adalah “To’ Kani” atau pohon 

Kani, sehingga disesuaikan dengan logat bahasa setempat menjadi Kanni dan 

diberilah nama wilayah tersebut dengan Kanni. 

Sedangkan versi kedua, peneliti mendapatkan langsung informasi dari 

Kepala Lingkungan Kanni sendiri, yang mengatakan bahwa pemberian nama Kanni 

itu berasal dari salah satu diantara 2 gunung yang berdekatan dengan Gunung 

Paleteang. Gunung tersebut adalah Gunung Panre Kanni. Dahulu orang Kanni berasal 

dari gunung tersebut sebelum berhijrah tempat atau berpindah ke wilayah yang 

rendah dan letak geografis yang memungkinkan untuk bercocok tanam karena 

wilayah tersebut diapit oleh tanah yang subur dan sungai yang tidak pernah kering. 

Dengan seiringnya waktu dan bertambahnya populasi sehingga wilayah yang di 

tempati oleh “To Kanni” atau orang Kanni tersebut diberikan dengan nama Kanni dan 

sampai sekarang telah menjadi Lingkungan Kanni. 

3.2.1.2.2 Demografi Kanni 

Jumlah penduduk Kanni berdasarkan sensus penduduk 2008 ialah 

sebanyak 1.637 jiwa dari 439 Kepala Keluarga. 

Tabel 1.1 Jumlah Kepala Keluarga (KK) Lingkungan Kanni.  

Bagian Jumlah Kepala Keluarga (KK) 

RT 01-01 108 
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RT 01-02 113 

RT 02-01 90 

RT 02-02 128 

Total Jumlah Kepala Keluarga (KK) 439 

Sumber Data: Arsip Lingkungan Kanni 

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Lingkungan Kanni. 

Bagian Laki-Laki Perempuan Jumlah 

RT 01-01 191 207 398 

RT 01-02 230 254 484 

RT 02-01 164 150 314 

RT 02-02 217 224 441 

Total Jumlah Penduduk Lingkungan Kanni 1.637 

 Sumber Data: Arsip Lingkungan Kanni 

Adapun mata pencaharian penduduk Kanni ialah petani 70%, wiraswasta 

20%, dan lain-lain 5%. 

3.2.2  Waktu Penelitian  

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini kurang lebih dua 

bulan. Waktu penelitian ini disesuaikan dengan keadaan peneliti yang sementara 

mengambil data-data penting dilapangan, dimana waktu maksimal penelitian ini ialah 

2 bulan. 
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3.3 Fokus Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian dan untuk mengetahui 

tentang Praktik/Proses Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Kanni, Kab. Pinrang 

(Analisis Hukum Ekonomi Islam). 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan 

sekunder.  

3.4.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi atau objek 

yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut 

dapat diperoleh langsung dari personal yang diteliti dan dapat pula berasal 

dari lapangan.
69

 Dalam hal ini data primer diperoleh langsung dari pemilik 

usaha dan pekerja/buruh usaha batu bata, yang masing-masing 10 pemilik 

usaha dan pekerja usaha batu bata di Kanni, Kab. Pinrang. 

3.4.2 Data sekunder, merupakan data primer yang sudah diolah lebih lanjut menjadi 

bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga 

lebih informatif.
70

 Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah, dokumen-

dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

ini, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi 
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Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta: Bumi Aksara. 2006), h. 57. 
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Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-

gejala yang diteliti.
71 Metode observasi mengamati gejala-gejala praktek, peneliti 

gunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian. Dengan 

menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana peneliti berlaku sebagai 

pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan oleh para pelaku 

usaha mandiri. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pelengkap yaitu 

untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan. 

3.5.2 Interview atau Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung 

kepada objek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari 

objek yang diteliti.
72

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview 

bebas terpimpin yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan 

saja. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa 

catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Peneliti 

menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada 

dokumentasi tertulis (dokumen) yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus 

pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan konkret. 
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Usman Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial,  (Jakarta: Bumi 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam 

satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan 

penafsiran, yaitu memberi arti yang signifkan terhadap analisis menjelaskan uraian 

dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.73 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Merupakan teknik analisis data yang dengan cara menggambarkan keadaan 

atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat kemudian dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan/hasil temuan. Adapun tahapan 

proses analisis data adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang  

dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. 

3.6.2 Reduksi Data 

Data-data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, 

terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Dari data-data yang 

diperoleh dalam penelitian dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. 

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu 

diperlukan. Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi: membuat 

ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan 

terinci. 
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Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang 

dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu 

Bata di Kanni, Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), sehingga dapat 

ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut.  

Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:                           

1). Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 

observasi; 2). Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan 

penelitian. 

3.6.3 Penyajian Data 

Proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi 

menjadi informasi yang tersusun. Penyajian data dalam hal ini adalah  penyampaian 

informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain. 

Pertama, membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral 

dapat diketahui dengan mudah. Kedua, memberi makna setiap rangkuman tersebut 

dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum 

memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian. 

3.6.4 Kesimpulan atau Verifikasi data 

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa verifikasi data dan 

penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan 

melibatkan pemahaman peneliti.
74

 Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang 

kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan 

proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari 
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pelaksanaan pra survey (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi (teknik 

triangulasi); dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang usaha batu bata yang objek penelitiannya 

adalah pemilik usaha dan pekerja/buruh usaha batu bata di Lingkungan Kanni, 

Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, dimana penelitian ini berfokus pada praktik 

panjar upah pekerja usaha batu bata. Peneliti telah melakukan penelitian di sejumlah 

tempat usaha batu bata yang terdapat di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang dengan 

teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Mekanisme Praktik Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di 

Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

Awal mula adanya usaha batu bata ini diawali oleh seorang yang hanya 

sekedar iseng-iseng membuat usaha batu bata, dia bernama Daeng Ratu atau biasa 

dipanggil Hasana. Menurut Erna (Istri Tamrin) pemilik usaha mengatakan bahwa: 

“Saya disini orang keempat yang membuat usaha batu bata disini setelah 

Hasana keluarga saya sendiri, Labombang dan Sakri. Itu Hasana sudah lama 

mi tidak ada di Kanni, sekarang ada di Makkassar dan Labombang tidak 

diwilayahnya mi Kanni buat usaha karena pindah tempatwi disebelah 

jembatan perbatasan Kanni dan Maccobbu. Saya disini mulai dari tahun 2006 

buat usaha sampai sekarang dan sudah 2 kali pindah tempat karena saya sewa 

ji tanahnya orang buat usaha batu bata. Buat usahaka ini karena berhenti kerja 

suamiku jadi penadah kelapa.”
75

 

Menurut Sakri, pemilik usaha mengatakan bahwa: 

“Itu Daeng Ratu (Hasana) yang pertama buat usaha baru Labombang, baru 

buat maka juga usaha begini karena itu waktu 2005 pulangku dari Malaysia. 

Pertama buat usaha ini karena tidak ada kerja lain, memang na anggap ji orang 

kerjaan apa itu mu buat, dilihat mi sekarang banyak sekali mi kalampang 
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Erna, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, 

Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020. 



81 

 

 

 

sekarang, bukan saja wilayahnya Kanni tapi Sempangnge, Maccobbu ada 

semuami.”
76

  

Dari keterangan diatas bahwa awal mula usaha batu bata di Lingkungan Kanni 

dimulai pada tahun 2005, dimana orang yang mengawali usaha ini ialah Daeng Ratu 

(Hasana), kemudian Labombang, Sakri dan Erna (Istri Tamrin). Pada awal dibuatnya 

usaha batu bata ini karena tidak adanya pekerjaan lain, dan memiliki kendala karena 

belum adanya pekerja karena baru awal terbentuknya usaha ini, disamping itu 

anggapan orang-orang tentang usaha ini yang pada awalnya dianggap pekerjaan apa 

itu, sekarang sudah menjadi usaha yang setidaknya dapat menjadi penunjang ekonomi 

dan sedikit mengurangi dampak dari pengangguran. Jika melihat dari tahun 2005 

yang awalnya cuman 3 tempat usaha batu bata (kalampang
77

), sekarang pada tahun 

2020 sudah mencapai 42 kalampang 

Usaha batu bata ini terdapat di Jl. Poros Polman, Lingkungan Kanni, 

Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang yang dapat dijumpai di sepanjang lorong masuk 

ke Pesantren Ta‟fizul Qur‟an Darul Ilmi.  

Tabel 1.3 Total Kalampang, pemilik usaha dan pekerja  

Total Kalampang Total Pemilik Usaha Total Pekerja/Buruh 

42 35 74 

 Sumber Data: Observasi dan Wawancara 

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, total jumlah kalampang ada 

42 dengan 35 pemilik usaha karena ada pemilik usaha yang memiliki 3 dan 2 

kalampang. Dalam satu pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni ada yang 
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memiliki 4, 2, ataupun 1 orang pekerja, bahkan ada juga pemilik usaha yang tidak 

memiliki pekerja. Seperti halya yang dikatakan oleh Martina pemilik usaha batu yang 

mengatakan bahwa: 

“Dulu saya ada disini sebagai pekerja, selama 9 tahun saya bekerja disini 

baru saya beli 1 kalampang untuk usaha. Sekarang saya punya kalampang 

dan saya juga yang kerja mencetaknya. Saya tidak memiliki pekerja sama 

sekali karena bisa jaka kerjai.”
78

 

 Adapun total pekerja sebanyak 74, dimana hampir 85% asal dari Mamasa 

(Sulawesi Barat), dan sisanya 15% adalah masyarakat setempat, Makassar, 

Bulukumba, Enrekang dan lain sebagainya. Data yang didapatkan oleh peneliti ini 

bersifat sementara dan bisa berubah sewaktu-waktu karena terkadang ada pemilik 

usaha yang menjual kalampangnya serta pekerja yang pindah ke wilayah lain di luar 

Lingkungan Kanni. 

4.1.1.1 Sistem Pengupahan/Gaji Pekerja dan Keuntungan Pemilik Usaha Batu Bata 

di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

Upah merupakan harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 

produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas 

jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain bahwa upah adalah harga dari tenaga 

yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Pemberian upah yang dilakukan oleh 

pemilik usaha kepada pekerja merupakan kompensasi atas jasanya. Adapun sistem 

pemberian upah pekerja oleh pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni, 

Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang adalah dengan sistem hasil. Dalam sistem hasil 

besarnya kompensasi yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang 

dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat 
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diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak 

mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.
79

 

Adapun sistem pengupahan yang didapat oleh pekerja usaha batu bata di 

Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang yang menggunakan sistem hasil yaitu dinilai 

dengan harga Rp. 120/biji batu bata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri, pemilik 

usaha batu bata yang mengatakan bahwa: 

“Saya memberikan upah kepada pekerja dengan harga Rp.120/biji batu, 

karena itu harga yang dikenakan semua pa‟ kalampang disini. Enakmi juga 

pekerja karena adami juga dompeng na pake mappero tidak kayak dulu 

masih kaki dipake, apalagi itu dompeng saya ji juga isikan bensin jadi makan 

lagi ongkos, lain juga itu pompa air kita juga sediakan pekerja, jadi tinggal 

itu mami pekerja upahnya perbiji batu Rp.120.”
80

 

Menurut Sapa, pemilik usaha batu bata mengatakan: 

“Itu upahnya pekerja sama semuaji disini na kenakan Rp.120./biji batu bata, 

yang penting sudah masuk dalam kalampang baru terhitung upahnya.”
81

 

Menurut Ardi, pekerja usaha batu bata mengatakan: 

“Kerja ka disini dikasi ka upah perbatunya Rp.120, begituji juga nakasi ka 

bos lamaku dulu sebelum pindahka kerja disini, kita sendiri pekerja juga kasi 

masuk batu mentah didalam kalampang. Itu juga banyaknya dibuat 

tergantung dari kondisi cuaca, kalo cuaca cerah biasa banyak dibuat, tapi 

kalo cuaca tidak cerah atau hujan kadang kita sebagai pekerja tidak bisa 

mencetak batu bata”
82

  

Berdasarkan yang informan kemukakan, tarif upah yang dikenakan pekerja 

usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah Rp.120/biji batu bata. 

Upah tersebut dikenakan untuk pekerja dalam memproduksi batu bata yang meliputi 
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kegiatan mappero
83

 dengan menggunakan dompeng,
84

 mencetak tanah yang sudah 

dipero, ketika sudah dicetak dan keringkan, lalu disusun dilanja-lanja
85

 untuk proses 

pengeringan terakhir, kemudian proses terakhir yang dilakukan pekerja sebelum 

mendapatkan upah ialah memasukkan batu bata mentah yang sudah kering kedalam 

kalampang. Proses ini juga tergantung dari kondisi cuaca karena kelancaran produksi 

cetakan batu bata mentah pekerja akan mengalami kendala jika cuaca tidak 

memungkinkan bahkan tidak dapat memproduksi cetakan jika hujan, itu juga 

berpengaruh kepada proses pengeringan batu bata mentah yang sudah dicetak. 

Semakin cerah cuaca, maka semakin cepat juga proses pengeringan dan sebaliknya 

jika cuaca tidak cerah bahkan hujan maka proses pengeringan akan terhambat atau 

bejalan lama.  

Melihat sistem pengupahan yang dikenakan pekerja dan proses pembuatan 

batu bata mentah yang mempunyai waktu tertentu berdasarkan kondisi cuaca, peneliti 

juga mendapatkan informasi tentang keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha 

batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang, mengenai keuntungan diperoleh dari 

usahanya. Keuntungan yang diperoleh pemilik usaha batu bata di Lingkungan Kanni, 

Kab. Pinrang berdasarkan banyaknya produksi (setelah melalui proses pembakaran 

batu bata yang lamanya berkisar 7-10 hari tergantung banyaknya batu bata yang 

dibakar) batu bata yang siap untuk dijual. Berdasarkan data yang peroleh, peneliti 

akan mencoba mengkalkulasikan keuntungan pemilik usaha batu bata di Lingkungan 

Kanni, Kab. Pinrang dengan rumus sebagai berikut: 
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Mappero, adalah proses pengelolahan bahan baku batu bata yang terdiri dari campuran 

tanah liat, ampekka dan abu (pen).  
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Dompeng, dompeng mini adalah traktor kecil (pen).  
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Lanja-lanja, adalah tempat pengeringan batu bata mentah yang sudah dicetak (pen).  



85 

 

 

 

 Rumus untuk mengetahui hitungan laba kotor sebagai berikut:  

Timbungan + Ampekka + Upah Buruh + Biaya Mabbalo dan Menaikkan Ampekka + 

Biaya Massusung Batu = Laba Kotor 

 Rumus untuk mengetahui laba bersih sebagai berikut: 

Jumlah Batu Bata yang dijual x Harga Batu Bata/biji Batu Bata = Jumlah Hasil 

Penjualan – Laba Kotor = Laba Bersih
86

  

 Berdasarkan rumus diatas peneliti sedikit menguraikan untuk memudahkan 

perhitungan, 3.500 batu bata dijadikan patokan karena dalam 1 truk mobil timbungan 

tanah liat dapat menghasilkan 3.500 biji batu bata. 

 Rincian biaya (laba kotor) dalam 3.500 biji batu bata sebagai berikut: 

 Timbungan
87

/1 truk mobil tanah liat = Rp. 170.000  

 Biaya ampekka/karung = Rp. 1.800/karung x 75 karung = Rp. 135.000 

 Upah pekerja/perbiji batu bata = Rp. 120/biji x 3.500 batu bata = Rp. 420.000 

 Biaya  mabbalo
88

 dan menaikkan ampekka/3.500 biji batu bata = Rp. 90.000 

 Biaya massusung
89

 batu bata = Rp. 5.000/1.000 batu bata x 3.500 = Rp. 35.000 

 Total jumlah laba kotor dalam 3.500 biji batu bata adalah sebagai berikut: 

 Rp. 170.000 + Rp. 135.000 + Rp. 420.000 + Rp. 90.000 + Rp. 35.000 = Rp. 

850.000 
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Timbungan, sebutan untuk tanah liat (pen).  
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Mabbalo, adalah proses penyusunan batu bata sebelum melalui proses pembakaran (pen).   
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dibakar dari susunan balok untuk dijual (pen). 
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Jadi, laba kotor dari biaya produksi batu bata/3.500 biji adalah Rp. 850.000. 

Untuk mendapatkan hasil laba bersih maka dipakai rumus: 

Jumlah Batu Bata yang dijual x Harga Batu Bata/biji Batu Bata = Jumlah Hasil 

Penjualan – Laba Kotor = Laba Bersih 

Harga patokan pemilik usaha dalam menjual batu bata ialah Rp. 430/biji batu 

bata. Jadi, jumlah laba bersih yang diterima pemilik usaha/3.500 biji batu bata adalah 

sebagai berikut: 

 3.500 biji batu bata x Rp. 430 = Rp. 1.505.000 – Rp. 850.000 = Rp 655.000 

Jadi, laba bersih yang diterima pemilik usaha sebagai keuntungan usaha/3.500 

biji batu bata adalah Rp. 655.000. Untuk mendapatkan laba bersih keuntungan  yang 

diperoleh pemilik usaha perbijinya adalah sebagai berikut: 

 Rp. 655.000/ 3.500 biji batu bata = Rp. 187/biji batu bata 

Jadi keuntungan (laba bersih) yang didapatkan oleh pemilik usaha perbiji batu 

bata ialah Rp. 187. Jika dilihat dari uraian upah yang diterima pekerja dengan sistem 

hasil yakni Rp.120/biji batu bata dengan laba bersih yang didapat oleh pemilik usaha 

yakni Rp. 187/biji batu bata, maka keuntungan dari pemilik usaha tidaklah besar jika 

dibanding dengan banyaknya modal yang pemilik usaha keluarkan. 

4.1.1.2 Latar Belakang Adanya Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di 

Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

Secara etimologi, panjar atau uang muka yang dalam Bahasa Arab disebut 

“‟urbuun”, sedangkan secara terminologi panjar adalah suatu bentuk transaksi antara 

dua orang yang dimana seseorang mengambil uang muka dengan adanya persetujuan 

di pihak lain dan pengembalian atas uang muka tersebut berdasarkan akad perjanjian 
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yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun panjar yang terdapat di lokasi 

penelitian merupakan panjar upah pekerja atau gaji yang dibayar dimuka. 

Panjar upah pekerja atau gaji dibayar dimuka adalah gaji yang dibayarkan 

oleh pemilik usaha kepada pekerja/buruh sebelum bekerja atau sebelum memenuhi 

kewajibannya. Adapun dalam pencatatan akuntansi panjar upah pekerja merupakan 

utang dari pekerja kepada pemilik usaha dan utang tersebut akan berkurang apabila 

pekerja telah memenuhi kewajibannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suardi 

pemilik usaha batu bata mengatakan bahwa: 

“Itu sistem panjar pekerja. Pekerja terlebih dulu mengambil upah/gaji 

sebelum melakukan pekerjaanya, saya mengerti juga itu pekerja yang 

penting bisaji na lunasi panjarnya”.
90

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ismail mengatakan bahwa: 

“Panjar itu upah yang diambil terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan  

kepada bos karena kita juga sebagai pekerja kadang butuh biaya.”
91

 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik usaha batu bata dan pekerja 

mengenai panjar upah yang diberikan pemilik usaha kepada pekerja adalah suatu 

bentuk proses awal yang dilakukan pelaku usaha batu bata karena adanya keperluan 

atau kepentingan tersendiri baik itu pemilik usaha maupun pekerja. Keperluan-

keperluan yang dimaksud tersebut sangat penting bagi kelangsungan 

finansial/ekonomi bagi pelaku usaha. Kehidupan yang begitu keras ini juga membuat 

seseorang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi yang semakin 

hari semakin meningkat. Pada hakikatnya orang menjalankan kegiatan usaha maupun 

seorang pekerja adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka 
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memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Atas  

dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah yang mendorong banyak orang 

menjalankan kegiatan usaha, baik kegiatan usaha sejenis maupun kegiatan usaha yang 

berbeda. Adanya keperluan untuk pengembangan proses produksi usaha batu bata 

tersebut membuat pemilik usaha memberikan panjar upah/gaji dibayar dimuka 

kepada pekerja. 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Basri yang mengatakan bahwa: 

“Saya itu mengambil pekerja biasanya pekerja langsung minta panjar, demi 

untuk kepentingan usaha saya kasimi itu panjar kepada pekerja disamping 

saya juga mancetak batu juga. Saya mendirikan usaha ini karena jika cuman 

mengandalkan sawah saja itu tidak cukup untuk biaya hari-hari, apalagi ada 

3 anak yang sekolah yang harus dibiayai. Itu pekerja biasanya minta panjar 

berupa uang atau dibelikan motor, bahkan ada juga dulu pekerjaku minta 

uang panjar untuk biaya nikah. Tapi kalo sanggupka kasi panjar saya kasiwi, 

kalo tidak yah tidak.”
92

 

  Canning mengatakan bahwa: 

“Adanya pekerja sebenarnya membuat kita sebagai pemilik usaha sedikit 

terkurang bebannya, karena banyaknya beban jika tidak memiliki pekerja. 

Bersyukurka adaji mau kerja sama saya jadi kalo ada yang minta panjar saya 

kasiji yang penting sesuai kemampuanku, pekerjapun harus bertanggung 

jawab atas panjar yang sudah diambilnya.”
93

 

 Dari keterangan pemilik usaha diatas menjelaskan bahwa untuk proses 

pengembangan suatu usaha batu bata harus diperlukan beberapa pekerja yang mampu 

membantu dalam proses usaha batu bata, dengan adanya pekerja atau buruh ini 

sangatlah berkontribusi langsung kepada usaha. Dilain sisi keperluan untuk usahapun 

membuat pemilik usaha memberikan panjar kepada pekerja yang meminta panjar. 
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Karena dengan pemberian panjar juga biasanya membuat para pekerja semangat dan 

giat dalam bekerja, usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha batu bata akan selalu 

berjalan dengan adanya pekerja disamping ada juga pemilik usaha yang mencetak 

batu bata mentah juga yang tidak memiliki pekerja seperti yang dikatakan Rusli 

pemilik usaha batu bata: 

“Saya punya kalampang tidak punya pekerja karena bisa jaka kerjai sama 

istriku disamping saya juga kerja sawah, dulu ada pekerjaku tapi berhentiwi 

kerja sama saya karena tidak sanggupka kasiwi panjar banyak.”
94

 

Dari penjelasan diatas, pemilik usaha juga terkadang tidak memberi panjar 

kepada pekerja dengan alasan ketidaksanggupan memberikan walaupun pemilik 

usaha tersebut membutuhkan pekerja untuk membantu usahanya. Panjar yang terlalu 

banyak juga membuat pemilik usaha terkadang memilih untuk melepas pekerja 

dikarenakan finansial ekonomi yang dimiliki oleh pemilik usaha juga tidak 

mencukupi. 

Adapun pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

memilih untuk bekerja batu bata karena selain dianggapnya lebih mudah yang 

utamanya lebih mengandalkan kekuatan fisik, juga karena keperluan/kebutuhan biaya 

hidup sehari-hari untuk keluarganya. Sebagaimana yang dikatakan Deppa Goga‟ 

pekerja usaha batu bata mengatakan: 

“Saya itu kerja begini karena ada masalah ekonomi karena butuhka biaya 

karena ada istri dan anak. sering sekali ka ambil panjar sama bosku karena 

banyak keperluan yang ingin dipenuhi, kadangka juga panjar sama bos untuk 

beli beras kasian.”
95
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Sebagaimana yang dikatakan Damattayan pekerja usaha batu bata 

mengatakan: 

“Kerja ka begini karena carika biaya hidup untuk keluarga dikampung, saya 

juga pernah minta panjar untuk anakku yang sekolah dikampung.”
96

 

Berdasarkan informan kemukakan diatas, bahwa yang melatarbelakangi 

mereka sebagai pekerja meminta panjar upah kepada pemilik usaha batu bata karena 

faktor keperluan ekonomi keluarga untuk biaya hidup sehari-hari seperti beli beras, 

lauk pauk dan untuk kebutuhan anak pekerja yang bersekolah. 

4.1.1.3 Perjanjian Kerja Atas Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan 

Kanni, Kab. Pinrang 

Hubungan hukum antara pemilik usaha/pengusaha dan pekerja/buruh dimuat 

dalam perjanjian kerja yang berisikan tentang hak dan kewajiban antara pemilik 

usaha dengan pekerjanya sehingga hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan 

hukum yang lahir karena perjanjian. Perjanjian kerja atau hubungan kerja adalah 

suatu hubungan yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai suatu 

pekerjaan.  

Pada pasal 1313 BW menyebutkan pengertian perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang 

atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih 

yang dinamakan perikatan. Pengertian dari perikatan adalah suatu hubungan hukum 

antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut 

sesuatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
97
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Jika mengarah kepada konteks mengenai perjanjian kerja dapat diartikan 

suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik usaha dan pekerja, baik dalam bentuk 

tulisan maupun lisan yang memuat poin-poin dari hak dan kewajiban dari kedua 

belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 50 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa 

hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 

pekerja/buruh, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
98

 Perjanjian kerja 

yang dibuat secara lisan hanya untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), 

sementara untuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) wajib dibuat secara tertulis.  

Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik usaha dan pekerja atas panjar 

upah yang diambil oleh pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang, 

peneliti akan menguraikan berdasarkan data yang telah didapat. Sebagaimana yang  

dikatakan oleh Basri pemilik usaha batu bata, mengatakan bahwa: 

“Perjanjian kerja atas panjar upah pekerja yang saya berikan itu hanya bicara 

saja atas dasar kepercayaan (lisan), tidak pernah saya kasikan nota ataupun 

catatan.”
99

 

  Sapa pemilik usaha batu bata mengatakan: 

“Setiap ada pekerja yang minta panjar upahnya na belum pi ada na kerja, 

kalo ku kasiwi itu cuman bicara-bicara saja yang penting bisa na lunasi 

utangnya dengan batu yang na buat, tidak ada catatan saya kasi atau catatan 

ku buat, kepercayaan saja ku kasiwi. pakantor ji itu mencatat catat.”
100

 

Erna pemilik usaha batu bata mengatakan: 
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“kalo saya itu ada catatan saya buat untuk pekerja yang ambil panjar upah 

sebagai bukti perjanjian bahwa segini sudah na ambil. Tidak seperti pemilik 

usaha yang lain itu biasa sistem kepercayaan saja.”
101

 

 Adapun dari  Deppa Goga‟ pekerja usaha batu bata mengatakan: 

“Seringku mi minta panjar sama bos tidak adaji catatan na kasi ka, cuman 

bicara saja sama bos tentang ini pekerjaan.”
102

 

 Rasdi pekerja usaha batu bata mengatakan: 

“sudahka ambil panjar banyak sama bos, tidak adaji catatan na kasika cuman 

dikasi saja dengan sistem kepercayaan sama bos baru ditanya ma juga soal 

yang harus saya kerja-kerja selain buat batu bata.”
103

 

 Berdasarkan yang dikemukakan informan diatas, perjanjian kerja atas panjar 

upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang adalah perjanjian 

secara lisan dengan dasar kepercayaan pemilik usaha kepada pekerja, namun 

disamping itu juga ada yang secara tertulis dengan catatan panjar upah yang telah 

diambil pekerja.  

Dalam suatu perjanjian kerja, terdapat syarat sahnya suatu perjanjian antara 

pemilik usaha dan pekerja yang memuat poin-poin yang harus dipenuhi. Adapun 

syarat-syarat suatu perjanjian kerja yang sah, telah diatur dalam Undang-Undang 

KUHPerdata Pasal 1320, supaya terjadi perjanjian/persetujuan yang sah, perlu 

dipenuhi empat syarat; 

4.1.1.3.1 Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

4.1.1.3.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

4.1.1.3.3 Suatu pokok persoalan tertentu; 
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4.1.1.3.4 Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Dari empat syarat sahnya suatu perjanjian kerja, peneliti akan 

menyesuaikan dengan apa yang telah didapat dilokasi penelitian dan pada perjanjan 

kerja atas panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

sebagai berikut: 

4.1.1.3.5 Pertama, Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya adalah antara 

pemilik usaha dan pekerja yang melakukan kesepakatan karena suatu 

perjanjian tidak bisa dibuat secara sepihak.  

4.1.1.3.6 Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dalam hukum 

ketenagakerjaan mensyaratkan batasan usia anak yang boleh dipekerjakan 

yaitu usia antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan 

ringan. Hal ini telah sesuai karena umur yang diperkerjakan dalam usaha 

batu bata di Lingkungan Kanni minimal 16 tahun keatas yang melakukan 

pekerjaan yang berat. 

4.1.1.3.7 Ketiga, suatu pokok persoalan tertentu adalah sesuatu yang didalam 

perjanjian tersebut telah ditentukan dan disepakati, pekerja mengikatkan 

diri untuk menyerahkan tenaga dan pikirannya kepada pemilik usaha untuk 

melakukan pekerjaan. Seperti halnya pekerja melakukan perjanjian kerja 

atas panjar upah yang diambil diawal kepada pemilik usaha, yang mana 

didalam perjanjian itu telah ditentukan berapa upah perbiji batu bata yang 

nantinya menjadi potongan atas panjar upah yang telah diambil pekerja 

kepada pemilik usaha.  

4.1.1.3.8 Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang adalah sesuatu (perjanjian kerja) 

yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan 
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perundang-undangan lainnya. Pemilik usaha tidak boleh mempekerjakan 

pekerja untuk melakukan pencurian atau perbuatan yang melanggar 

peraturan perundang-undangan lainnya. Pemilik usaha batu bata di 

Lingkungan Kanni mempekerjakan pekerja hanya untuk memproduksi batu 

bata mentah yang dihitung perbijinya dan hal ini tidak melanggar hukum. 

4.1.1.4 Jumlah Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. 

Pinrang 

Panjar upah merupakan suatu bentuk kompensasi awal (upah diawal) yang 

jumlah panjar tersebut tergantung dari berapa jumlah yang diminta oleh pekerja serta 

kesepakatan kerja yang dibuat antara pemilik usaha dan pekerja usaha batu bata. 

Adapun jumlah panjar yang diminta pekerja kepada pemilik usaha berdasarkan data 

yang didapat oleh peneliti dari informan adalah sebagai berikut: 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri pemilik usaha batu bata 

mengatakan: 

“Pekerja saya itu pernah ambil panjar upah 7 jt untuk beli motor bekas baru-

baru ini, ada juga dlu pekerjaku ambil panjar 3 jt dan 4 jt sebelum ini pekerja 

yang ambil panjar baru-baru ini. Bahkan ada juga dulu pekerjaku minta 

panjar 10 jt untuk biaya anaknya menikah tapi berhentimi kerja sama 

saya.”
104

 

Sakri pemilik usaha batu bata mengatakan: 

“Kalo pekerjaku itu biasa ambil panjar, biasa 200-700 ribu kalo disiniwi, 

ituji kalo mau pulang kampung biasa sampai 5 jt na minta panjar, jelek juga 

kalo tidak di kasiwi karena kuat bekerja. Na kala-kala gaji pegawai kalo 

minta panjar itu pekerja.”
105

 

Erna pemilik usaha batu bata mengatakan: 
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“jangankan minta panjar uang saja, minta panjar dibelikan motor juga sudah 

saya kasiwi. Itu kalo minta panjar 500 ribu-2 jt, kalo itu panjar untuk 

dibelikan motor 15 jt karena adaji juga na tambahkanwi.
106

 

Adapun dari informan lain, Rizal pekerja usaha batu bata mengatakan: 

“Saya pernah ambil panjar upah 7 jt sama bos baru-baru ini untuk membeli 

motor bekas. Itumi ku pake biasa pulang ke rumah karena di daerah pinrang 

jaka tinggal, kadangka juga bermalam disini karena adaji rumah pekerjanya 

bos, kalo panjar lain tidak adami.”
107

 

Bongga Minangga pekerja usaha batu bata mengatakan: 

“Pernahka ambil panjar sama bos untuk tambah uang untuk dibelikan motor, 

uang panjar itu sebanyak 15 jt, lain juga untuk biaya hari-hari disini karena 

jauh kampungku, biasa saya ambil panjar upah 200 ribu- 1 jt untuk beli 

beras, lauk pauk dan lain-lainnya.”
108

 

Berdasarkan informan sampaikan diatas mengenai nominal jumlah panjar 

upah yang diambil oleh pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan 

Macinnae, Kab. Pnrang, sesuai kesepakatan kerja yang disepakati oleh kedua belah 

pihak (pekerja dan pemilik usaha) yakni dikisaran Rp. 100.000 sampai Rp. 

15.000.000. Hal itu juga tergantung kondisi dan keadaan pekerja dalam meminta 

panjar upah yang tidak menentu, yang bisa saja melebihi kisaran yang peneliti 

dapatkan sebelumnya dari informan yang ada. 

4.1.1.5 Pengembalian Panjar Upah Pekerja Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, 

Kab. Pinrang 

Pada dasarnya panjar upah yang diambil oleh pekerja usaha batu bata di 

Lingkungan Kanni adalah bentuk kompensasi dan apresiasi dari pemilik usaha serta 

pekerja wajib bertanggung jawab atas pengembalian panjar yang telah diambil 
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berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati. Pada pasal 1601e yang berbunyi: 

“Jika pada waktu membuat perjanjian diberikan dan diterima uang panjar, maka 

kedua belah pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan uang 

panjar itu ditangan buruh (penerima panjar) atau dengan mengembalikan uang panjar 

itu kepada majikan (pemberi panjar). Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari 

upah, jika perjanjian kerja diadakan untuk waktu lebih dari tiga bulan atau untuk 

waktu yang tak ditentukan dan berjalan selama lebih dari tiga bulan”. 

Dari isi pasal diatas menyebutkan bahwa pengembalian panjar pekerja hanya 

dapat dikurangkan dari upahnya atau bisa diartikan pemotongan upah. Hal ini senada 

yang dikatakan oleh Basri pemilik usaha batu bata yang mengatakan: 

“Jika ada pekerja sudah ambil panjar, itu saja upahnya berapa sudah na kasi 

jadi batu dan masuk didalam kalampang, itumi nanti upahnya yang 

dipotongkanwi.”
109

 

Lebih diperjelas lagi oleh pekerja usaha batu bata yang mengatakan: 

“Kalo sudahka ambil panjar sama bos itu upahku nanti dipotongkanwi, 

karena sistem upah batu bata itu sistem hasil, begituji juga dengan panjar 

upah, pakai sistem hasil. Berapa-berapa batu yang sudah dicetak dan dikasi 

masuk ke dalam kalampang itu nanti upahnya dipotong oleh bos sampai 

lunas panjar.”
110

 
 
“Pengembalian panjar kalo ada sudah ku ambil itu pengembaliannya dengan 

sistem hasil, upah dari perbiji Rp. 120, kalo 5.000 biji batu bata sudah dikasi 

masuk kalampang itumi upahnya yang dipotongkanwi oleh bos.”
111

 

Dari penjelasan informan diatas, dapat diketahui bahwa dalam prakteknya, 

sistem pengembalian panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, 
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Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang adalah dengan sistem hasil berdasarkan berapa 

banyak jumlah batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja dan sudah masuk ke 

dalam kalampang (tempat pembakaran) ketika batu bata mentah tersebut benar-benar 

telah kering, dimana upah atas hasil produksi pekerja itu dipotong sampai dapat 

melunasi panjar yang telah diambil pekerja tersebut. Sistem hasil atas pengembalian 

panjar upah ini tidak lepas dari dasar sistem penetapan upah pekerja yang 

menggunakan sistem hasil.  

Dalam sebuah perjanjian kerja umumnya juga terdapat pemutusan kerja atau 

pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan pemilik usaha yang lazimnya 

dikenal dengan PHK (Pengakhiran Hubungan Kerja) yang dapat terjadi karena telah 

berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya serta 

dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja dengan pemilik usaha, 

antara pekerja dengan pekerja ataupun karena sebab yang lain. Sebab pemutusan 

kerja yang umumnya yang terjadi pada usaha batu bata di Lingkungan Kanni ialah 

karena tidak adanya hubungan yang harmonis lagi antara pekerja dengan pemilik 

usaha serta tidak betahnya pekerja untuk bekerja lagi dengan pemilik usaha dan 

memilih untuk berhenti atau pindah kemajikan baru (pemilik usaha baru). 

Adapun mengenai pengembalian panjar upah pekerja ketika telah terjadi 

pemutusan kerja  antara pekerja dan pemilik usaha sebagaimana yang jelaskan oleh 

informan, yang mengatakan: 

”Dulu saya punya pekerja yang sudah ambil panjar upah baru pindah kerjai 

ditempat lain bekerja, padahal itu panjar yang na ambil untuk na tutupi 

panjarnya juga di bos lamanya sebelum saya. Jadi seperti gali lubang tutup 

lubang itu pekerja. Untungji juga na bayarwi panjarnya itu pekerjaku yang 

pindah oleh bos barunya. Saya juga tidak tau kenapa itu pekerja pindah 
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ketempat lain bekerja na sama-samaji juga na kerja, baru lengkap ji juga 

fasilitasnya disini seperti rumah, listrik (lampu).
112

  

Informan lain mengatakan bahwa: 

“Sebelum saya pindah kesini kerja, saya dulu juga punya panjar sama bos 

lamaku, tapi sebelum saya pindah, saya lunasi memangmi itu panjarku 

baruka pindah kesini karena itu haruski juga sebagai pekerja tanggung jawab 

kalo ada panjar sudah diambil. Itumi na saya rajin-rajin diriku dulu buat batu 

bata baru maka pindah kalo sudah sampai mi lunas panjarku, karena itu juga 

dulu adami ketidakcocokan sama bos jadi mau maka pindah.”
113

 

 
“Sebelum saya kerja disini, dulu saya punya panjar sama bos lama, ini mi 

juga na bayarkanka bos baruku, itu yang na pake bayar bos baruku terhitung 

panajarkumi disini sama bos baru. Baru banyak juga panjar lain sekarang 

sama ini bos baruku karena banyak biaya lain yang harus dipenuhi.”
114

 

Berdasarkan yang dikemukakan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam praktiknya, pengembalian panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan  

Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang ketika telah terjadi pemutusan kerja yang 

dilakukan sepihak oleh pekerja itu sendiri, dimana yang pertama, pekerja ada yang 

melunasi secara langsung dengan produksi batu bata mentah dan upah atas hasil 

produksi pekerja tersebut dipotong oleh pemilik usaha sebagai bentuk pengembalian 

(pembayaran) atas panjar yang telah diambil oleh pekerja tersebut. Kedua, pekerja 

yang mengambil panjar lalu pindah ketempat lain (pemutusan kerja dengan pemilik 

usaha) untuk bekerja dengan pemilik usaha baru dan belum sempat melunasi panjar 

yang telah diambil, maka pemilik usaha yang baru pekerja tempati bekerja itu yang 

akan melunasi (membayar) panjar pekerja, dengan syarat pembayaran atau pelunasan 
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itu akan menjadi panjar baru pekerja dipemilik usaha yang baru ditempati bekerja 

oleh pekerja tersebut. 

4.1.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Panjar Upah Pekerja 

Usaha Batu Bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

Praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan 

Macinnae, Kab. Pinrang sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya 

merupakan suatu bentuk kompensasi dan apresiasi pemilik usaha kepada pekerja 

untuk membuat pekerja lebih giat dan rajin dalam bekerja. Panjar upah ini bisa 

diartikan upah yang dibayar diawal (gaji dibayar dimuka) sebelum bekerja yang 

pengembalian panjar ini berdasarkan sistem hasil atau jumlah produksi pekerja yang 

nantinya upah pekerja tersebut dipotong sebagai bentuk pemgembalian atau 

pembayaran atas panjar yang telah diambil oleh pekerja. Panjar dalam Islam disebut 

urbun sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua bahwa panjar/urbun adalah mubah 

atau dibolehkan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.  

Adapun dibolehkannya panjar/urbun berdasarkan pendapat para ulama hukum 

Islam kontemporer dan Lembaga Fiqih Islam OKI memilih pandangan fuqaha 

Hambali dan membenarkan praktek urbun atau panjar sebagai suatu yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadist Nabi Muhammad 

saw. yang digunakan untuk melarang urbun tidak shahih sehingga tidak bisa 

dijadikan hujjah. Namun demikian, mengembalikan uang panjar tersebut lebih 

dianjurkan atau diutamakan, berdasarkan hadist Rasulullah saw.: 

 للهُ ا مُسْلِمًا اقَاَلوَُ   اقَُلَ  عَلَيْوِ  وَسَلَّمَ : مَنْ   لَ رَسُوْلُ الِله صَلَّى اللهُ  لَ : ق   ق  ةَ  بِْ  ىُريَْ رَ عَنْ اَ 
 عَسْرتَوَُ )رواه ابن ماجو(
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang 

berbuat iqaalah dalam jual belinya kepada seorang Muslim maka Allah akan 

bebaskan ia dari kesalahan dan dosanya”. (H.R. Ibnu Majah).
115

  

 Pandangan para ulama kontemporer tersebut memiliki dua tujuan transaksi 

urbun, yaitu: Pertama, uang panjar yang dimaksudkan sebagai bukti untuk 

memperkuat akad dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu 

pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan (urf’) yang menentukan 

lain. Dengan demikian, uang panjar merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan 

salah satu pihak, dan merupakan bagian pembayaran yang dipercepat. Kedua, uang 

panjar juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk 

memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat 

istiadat yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan urbun/panjar 

yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, 

maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang 

dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang 

memutuskan akad adalah pihak penerima urbun/panjar, ia wajib mengembalikan 

uang panjar tersebut, disamping tambahan sebesar jumlah uang panjar tersebut 

sebagai kompensasi terhadap mitranya atas tindakannya membatalkan akad.
116

 

Berdasarkan penjelasan diatas dan kesesuaian yang diperoleh peneliti dimana 

pekerja sebagai pihak yang memutuskan hubungan kerja dengan pemilik usaha 

(pemutusan akad) dimana pekerja memiliki panjar dan telah mengembalikan panjar 

tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan pemutusan akadnya yang 

telah memenuhi syariat yang telah ditetapkan. Dilain sisi, pemilik usaha sebagai 
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pemberi upah telah memenuhi kewajibannya, sebagaimana dalam praktiknya  pemilik 

usaha lebih dahulu memberikan upah pekerja diawal sebagai bentuk panjar upah 

kepada pekerja yang membutuhkan upahnya tersebut dan dihitung sebagai panjar 

upah pekerja.  

Dasar kesesuaian pemilik usaha yang memberikan upah kepada pekerja dalam 

Islam adalah sebagai berikut: 

رَ أَجْرهَُ  قَ بْلَ أَنْ يََِفَّ عُرقُوُُ )رواه ابن ماجو( أعَْطُوْا اْلَأجِي ْ  
Artinya: 

Berikanlah upah atau jasa kepada pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. 

Ibnu Majah).
117

 

رً افَ لْيَ عْمَلْ اَجْرهَُ )رواه عبد الرزاق عن أبى ىرير ة(مَنِ اسْتَاْجَرَ اَجِي ْ  

Artinya: 

Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, berikanlah upahnya. (H.R. 

Abd Razaq dari Abu Hurairah).
118

 

Dari kedua hadist diatas menjelaskan tentang kewajiban memberikan upah 

kepada pekerja telah sesuai dengan yang ada pada usaha batu bata di Lingkungan 

Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang. Pemilik usaha lebih dahulu memberikan 

upah kepada pekerja yang membutuhkan dan nantinya akan dihitung sebagai panjar 

upah pekerja. Begitupun sebaliknya pekerja diwajibkan melunasi panjar upah yang 

telah diambil diawal tersebut. 

Proses adanya panjar upah ini karena keinginan pekerja yang membutuhkan 

biaya ekonomi, baik itu kebutuhan sandang, pangan dan papan, hal itulah yang 

membuat pekerja meminta upahnya diberi diawal (panjar upah/upah diawal) sebelum 
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bekerja. Adapun tarif upah yang dikenakan kepada pekerja oleh pemilik usaha yaitu 

Rp. 120/biji batu bata yang diproduksi pekerja. Pengambilan panjar upah oleh pekerja 

ini didasari atas perjanjian kerja dengan pemilik usaha, dimana hampir seluruh 

pemilik usaha batu bata menggunakan sistem perjanjian kerja yang dibuat secara lisan 

atas dasar kepercayaan. Didalam perjanjian kerja tersebut memuat hak dan kewajiban 

pekerja yang mengambil panjar upah, yang nantinya akan dilunasi atau 

pengembaliannya berdasarkan jumlah batu bata yang dicetak/produksi oleh pekerja, 

dimana upah dari hasil produksi pekerja tersebut dipotong oleh pemilik usaha. 

 Proses produksi batu bata mentah yang dilakukan pekerja ini meliputi 

kegiatan seperti mappero dengan menggunakan dompeng, lalu dicetak, kemudian 

setelah dicetak lalu dikeringkan untuk proses pengeringan awal, setelah itu maka 

disusun lagi dilanja-lanja atau tempat pengeringan terakhir, setelah benar-benar 

kering, proses terakhir yang dilakukan pekerja ialah memasukkan batu bata mentah 

yang telah kering tersebut kedalam kalampang (tempat pembakaran). Proses produksi 

tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pekerja dalam perjanjian kerja 

untuk memperoleh upah yang dalam perbijinya dinilai Rp. 120 oleh pemilik usaha. 

Adapun mengenai tentang hukum ekonomi Islam adalah hukum yang 

mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, 

berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan 

berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek 

kegiatan ekonomi.
119

 Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai ketentuan yang 

ditentukan syara‟, terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah 

interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan 

dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan 
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aktivitas ekonomi dan menjadi acuan dalam penelitian ini untuk menganalisa 

mengenai praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, 

Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang. 

Berdasarkan beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqih al-

muamalah (hukum ekonomi Islam), terdapat 4 prinsip yaitu: 

4.1.2.1 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya. 

Dalam prinsip ini mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi 

pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan ini berlangsung selama tidak atau belum 

ditemukan nash Alqur‟an dan Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika 

ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad 

muamalah itu menjadi terlarang berdasar syara‟. Prinsip hukum ekonomi Islam ini 

sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang terdapat didalam 

Alqur‟an dan Hadist. Alqur‟an secara subtansi berbicara mengenai terdapat dalam 

Q.S. Al-Baqarah: 29, 

                                

          

Terjemahannya: 

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia 

berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia 

Maha mengetahui segala sesuatu.
120

 

Q.S. Al-Jumu‟ah: 10 

                                  

  
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Terjemahannya: 

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung.
121

 

Q.S. Al-Baqarah: 198, 

 ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ بْتَ غُوا فَضْلً مِنْ رُّبَّكُمْ 
Terjemahannya: 

Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-

mu.
122

 

Dari dalil diatas tentang prinsip ini membolehkan dan memerintahkan 

melakukan aktivitas ekonomi sebagai tuntunan untuk mencari karunia Allah Swt. 

seperti halnya mencari rejeki dari hasil perniagaan (bermuamalah). Sebagaimana 

dalam penelitian ini, termasuk dalam aspek aktivitas ekonomi yang membahas 

tentang panjar upah pekerja kepada pemilik usaha batu bata, dimana pekerja dan 

pemilik usaha sama-sama mencari rejeki untuk kebutuhan ekonominya melalui usaha 

batu bata. Pemlik usaha sebagai pengelola dan pekerja yang membantu pemilik usaha 

dalam memproduksi batu bata. 

4.1.2.2 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. 

Prinsip hukum ekonomi Islam ini adalah muamalah, hendaknya dilakukan 

dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila 

ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas 

ekonomi itu batal berdasarkan syara‟. Prinsip muamalah ini didasarkan dalam Q.S. 

An-Nisa: 29, 
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                             

                      :(۹۲)النساء 

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 

29).
123

 

Dari dalil diatas mengenai transaksi bermuamalah yang harus didasari atas 

suka sama suka dan tidak ada unsur paksaaan dari pihak manapun (saling ridha). 

Sebagaimana yang katakan oleh Canning, pemilik usaha batu bata yang mengatakan 

bahwa: 

“Saya memberikan panjar upah kepada pekerja atas suka sama suka dan 

tidak ada paksaan. Asal itu pekerja sanggup melunasi panjar yang telah 

diambilnya.
124

 

Ardi pekerja usaha batu bata, mengatakan bahwa: 

“Kalo ambilka panjar itu tidak adaji paksaan dari bos, atas kemauankuji 

minta panjar, yang penting bisaji saya lunasi dari upah hasil batu yang sudah 

saya cetak.
125

 

Berdasarkan informan katakan diatas bahwa dalam pemberian oleh pemilik 

usaha dan pengambilan oleh pekerja atas panjar, didasari suka sama suka serta tidak 

ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dapat disimpulkan bahwa praktik panjar 

upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. 

Pinrang terjadi karena suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta aktivitas 

ekonomi ini dibolehkan secara syara‟. 
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4.1.2.3 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan 

menolak madharat. 

Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu 

hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, 

aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syariat 

Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas 

ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat untuk kehidupan manusia, pada saat itu 

hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan wajib dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, 

mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula wajib dihentikan. 

Prinsip ketiga ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Anbiya: 

107, 

             

Terjemahannya:  

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi 

semesta alam.
126

 

 Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan menarik manfaat dan menolak 

mudharat. Makna ini secara subtansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S. 

An-Nisa: 28, 

                  

 Terjemahannya: 

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan 

(bersifat) lemah.
127
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 Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan itu 

hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Pada panjar upah 

pekerja terdapat aspek kemaslahatan dan tidak mengandung unsur kemudharatan. 

Adapun unsur kemaslahan atau kepentingan yang ada pada praktik panjar upah 

pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang 

dimana dengan adanya panjar, pekerja yang awalnya membutuhkan uang ataupun 

biaya untuk kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi dengan adanya panjar upah yang 

diberikan diawal oleh pemilik usaha, sedangkan bagi pemilik usaha berharap 

pekerjanya dapat lebih maksimal lagi dalam bekerja dengan adanya panjar yang 

diberikan tersebut.   

 Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada panjar upah pekerja usaha batu 

bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang terdapat kemaslahatan 

atau kepentingan antara pemilik usaha dengan pekerja. 

4.1.2.4 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba dan kedzaliman. 

Dalam prinsip ini, aktivitas  ekonomi wajib terhindar dari unsur gharar, 

kedzaliman, riba dan unsur lain yang diharamkan berdasar syara‟. Pada dasarnya 

gharar, riba dan kezhaliman dilarang untuk dilakukan karena terdapat unsur memakan 

harta orang lain dengan cara yang bathil. Sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa: 29, 

                             

                      :(۹۲)النساء 

Terjemahannya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
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dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa: 

29).
128

 

Q.S. Al-Baqarah: 188, 

                                   

            

 

Terjemahannya: 

 Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 

kamu Mengetahui.
129

 

Ayat-Ayat diatas menegaskan bahwa, memakan harta orang lain dengan cara 

bathil dilarang secara syara‟. Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi 

yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, ketidakjelasan dan hal-hal lain yang 

diharamkan Allah swt. Prinsip aktivitas ekonomi ini perlu didasari adanya kejelasan. 

Seperti halnya dalam praktik panjar upah pekerja, dimana yang peneliti dapatkan 

pernah terjadi suatu kecurangan yang menimpa pemilik usaha yang pekerjanya 

pernah mengambil panjar dan membawa kabur uang panjar tersebut. Sebagaimana 

yang dikatakan oleh Basri, pemilik usaha batu bata mengatakan bahwa: 
 
“Pernah ada pekerjaku yang ambil panjar 1 jt, baru hilangwi tidak tau kemana, 

mauka cariwi na tidak ditau kampungnya, malahan nanti lebih banyak ongkos 

mencarinya daripada panjar yang na ambil itu pekerja. Jadi ku ikhlaskan 

saja.”
130

 

Adapun pendapat lain yang mengatakan: 
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“Selama saya bangun usaha ini, belum pernah ada pekerjaku yang lari jika 

sudah ambil panjar”
131

 
 
“Pernah ada pekerjaku ambil panjar na berhenti sama saya kerja, tapi na bayar 

ji itu panjarnya oleh bos barunya ke saya”
132

 

Dari pendapat informan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam 

praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kelurahan 

Macinnae, Kab. Pinrang, pada dasarnya telah terhindar dari aktivitas memakan harta 

orang lain seperti, riba yang pengembaliannya tidak memiliki tambahan atas panjar 

yang diambil pekerja dan gharar/ketidakjelasan karena pada awal pengambilan 

panjar pekerja sudah ada kesepakatan antara pemilik usaha dengan pekerja tentang 

hak dan kewajiban pekerja mengembalikan panjar tersebut dengan pemotongan upah 

atas hasil produksi batu bata yang dinilai dengan tarif Rp.120/biji oleh pemilik usaha. 

Namun dilain sisi, praktik panjar ini juga terdapat kekurangan pada sistem perjanjian 

kerjanya, karena perjanjian pada praktik panjar upah ini dibuat secara lisan dengan 

dasar kepercayaan oleh pemilik usaha sehingga memungkinkan terjadinya unsur 

kecurangan ataupun wanprestasi (ingkar janji) dari pekerja yang tidak bertanggung 

jawab sehingga merugikan pemilik usaha.     

 Berdasarkan dari beberapa uraian prinsip hukum ekonomi Islam diatas 

mengenai praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, 

Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang dimana peneliti menarik kesimpulan umum 

bahwa praktik panjar upah pekerja usaha batu bata ini adalah suatu bentuk aktivitas 

ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, namun terdapat 

satu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam. 
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Erna, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kec. Paleteang, 

Kab. Pinrang, Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 09 Januari 2020. 
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Suardi, Pemilik Usaha Batu Bata, Lingkungan Kanni, Kelurahan Macinnae, Kab. Pinrang, 

Sulsel, wawancara oleh peneliti di Lingkungan Kanni, 14 Januari 2020. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait rumusan masalah, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa: 

5.1.1 Mekanisme praktik panjar upah usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. 

Pinrang terjadi karena adanya faktor kebutuhan dan keperluan yang melatarbelakangi 

pemilik usaha dan pekerja yang didalamnya terdapat perjanjian kerja antara pemilik 

usaha dengan pekerja yang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan. Adapun 

jumlah panjar upah pekerja yang disepakati kedua belah pihak (pemilik usaha dan 

pekerja) yakni dikisaran Rp. 100.000 sampai Rp. 15.000.000 yang sistem 

pengembalian panjar upah pekerja tersebut yakni dengan sistem hasil (pemotongan 

upah) berdasarkan banyaknya jumlah batu bata mentah yang diproduksi oleh pekerja 

(Rp.120/biji batu bata). Jika terjadi pemutusan kerja oleh pihak pekerja, maka pihak 

lain (pemilik usaha yang lain) akan membayar panjar upah pekerja kepada pihak 

pemilik usaha. 

5.1.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik panjar upah pekerja usaha 

batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang. 

 Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang 

mengharamkannya. 

 Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. 

 Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat 

dan menolak madharat. 
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 Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba dan 

kedzaliman. 

Berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa 

praktik panjar upah pekerja usaha batu bata di Lingkungan Kanni, Kab. Pinrang 

adalah suatu bentuk aktivitas ekonomi yang telah sesuai dengan prinsip hukum 

ekonomi Islam, namun terdapat satu objek yang tidak sesuai dengan prinsip hukum 

ekonomi Islam. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik panjar upah pekerja usaha batu 

bata di Kanni, Kab Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), maka saran yang dapat 

peneliti kemukakan yaitu: 

5.2.1 Kepada pekerja, pengambilan panjar upah sebaiknya jangan terlalu berlebihan 

karena pada akhirnya juga akan kerepotan dalam pengembalian panjar upah 

yang telah diambil diawal sebelum bekerja. 

5.2.2 Kepada pekerja, jika memang memiliki panjar upah agar sekiranya lebih giat 

dalam memproduksi batu bata, jagalah kepercayaan pemilik usaha yang telah 

memberikan panjar upah diawal sebelum bekerja serta lebih bertanggung 

jawab atas panjar upah yang telah diambil. 

5.2.3 Kepada pemilik usaha, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberikan panjar 

upah kepada pekerja. Sistem perjanjian kerja atas panjar upah yang diambil 

pekerja tersebut yang dibuat secara lisan atas dasar kepercayaan kepada 

pekerja sebaiknya diubah menjadi sistem perjanjian kerja yang dibuat secara 

tertulis atau nota dengan mengambil data identintas pekerja (KTP), terkhusus 

kepada pekerja yang berasal dari luar daerah. 
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OUTLINE PERTANYAAN 

1. Pertanyaan ke Pemilik Usaha: 

1.1 Siapa yang pertama kali memulai usaha batu bata di Lingkungan Kanni dan 

sudah berapa lamaki mengelola usahata? 

1.2 Berapa pekerjata? 

1.3 Bagaimana sistem pemberian upahta ke pekerja? 

1.4 Berapa keuntungan usahata? 

1.5 Apakah ada pekerjata pernah ambil panjar? 

1.6 Bagaimana sistem pemberian panjarta ke pekerja? 

1.7 Apa yang melatarbelakangi sehingga ta kasi panjar pekerjata? 

1.8 Bagaimana sistem perjanjian kerjata dengan pekerja yang ambil panjar? 

1.9 Berapa jumlah yang pernah na ambil pekerjata? 

1.10 Bagaimana sistem pengembalian panjarnya pekerjata yang sudah ambil panjar? 

1.11 Apakah ada pekerjata yang pernah ambil panjar baru pindah/berhenti dan 

bagaimana caranya na lunasi panjar yang sudah na ambil pekerjata jika 

berhenti/pindah kerja? 

1.12 Apa sebab biasanya pekerjata pindah atau berhenti kerja? 

1.13 Apakah dalam pemberian panjarta ke pekerja didasari paksaan atau atas dasar 

suka sama suka? 

1.14 Apakah pernah ada pekerjata pindah atau berhenti yang pernah ambil panjar 

dan tidak mengembalikan panjar yang na ambilnya sampai sekarang? 

 

2. Pertanyaan ke Pekerja: 

2.1 Bagaimana sistem pemberian upahnya bosta? 

2.2 Bagaimana sistem pengambilan panjarta? 

2.3 Apa yang melatarbelakangi sehingga ambilki panjar sama bosta? 

2.4 Bagaimana sistem perjanjian kerjata sama bosta kaalau sudahki ambil panjar? 

2.5 Berapa jumlah panjar yang ta ambil dari bosta? 

2.6 Bagaimana sistem pengembalian panjarta yang sudah ta ambil dari bosta? 



 

 

 

 

2.7 Apakah pernahki ambil panjar na pindah tempat kerjaki? 

2.8 Bagaimana cara pengembalian panjarta yang sudah ta ambil sama bos lamata 

sedangkan pindah tempat kerjaki? 

2.9 Apa yang menyebabkan sehingga pindah tempat kerjaki? 

2.10 Apakah dalam pengambilan panjarta sama bosta di dasari atas suka sama suka 

atau ada paksaan? 

2.11 Bagaimana pendapat ta melihat pekerja lain yang ambil panjar sama bosnya 

baru tidak na kembalikanwi/belum melunasinya?  
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